PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2021
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NOMOR 2 TAHUN 2019 TENT.
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PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2(
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SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342

I

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan
Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1284);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;




10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15

11;

12.

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menetapkan

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi
Kalimantan Timur.




10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

3.

18.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan
Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun
2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan
Timur untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perencanaan
1 (satu) tahun.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi
Kalimantan Timur.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus
menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk
mewujudkan visi Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam waktu 5 (lima) tahunan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran dari waktu ke waktu.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.




19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas dan  mengoodinasikan  penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 4

RPJMD ini disusun dengan sistematika terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BABIII : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BABV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX : PENUTUP

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Perubahan RPJMD berfungsi sebagai :

a.
b.

pedoman bagi PD dalam menyusun perubahan Renstra PD;

bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD Kabupaten/Kota dengan
memperhatikan tugas dan fungsi kabupaten/kota dalam mencapai
sasaran yang termuat dalam perubahan RPJMD;

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan

acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 6

Indikator makro pembangunan Daerah merupakan ukuran
keberhasilan pembangunan paling utama dari RPJMD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang harus dicapai pada Tahun
2023.

Indikator makro pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:




a. Indeks pembangunan manusia pada tingkat 77,75 (tujuh puluh
tujuh koma tujuh puluh lima);

b. Tingkat kemiskinan sebesar 5,90% (lima koma Sembilan puluh
persen);

c. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,50% (enam koma lima
puluh persen);

d. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5t1% (tiga koma lima
kurang lebih satu persen);

e. PDRB per kapita sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima
juta rupiah);

f. LPE non migas dan batubara sebesar 2,50% (dua koma lima
puluh persen);

g. Nilai tukar petani sebesar 120,00 (seratus dua puluh koma nol
nol);

h. Indeks gini pada angka 0,308 (nol koma tiga ratus delapan);

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) sebesar 76,15 (tujuh

puluh enam koma lima belas); dan

j.  Indeks reformasi birokrasi pada posisi B (72,00) (tujuh puluh dua
koma nol nol).

[t
.

(3) Indikator makro pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun
dokumen rencana pembangunan.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam perubahan RPJMD
yang dijabarkan dalam perubahan Renstra PD.

(2) Kabupaten/Kota melaksanakan program dalam perubahan RPJMD
yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota
Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Dalam menyusun perubahan Renstra PD dan RPJMD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah dan
Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan perubahan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara berkala.




(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap
tahun dan tahun terakhir pelaksanaan perubahan RPJMD.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
ISRAN NOOR
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA’BANI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (8-248/2021).
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai tindak lanjut dari bagian dari
tuntutan reformasi politik di tahun 1998 dilakukan dengan tetap
memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan peraturan perundangan terkait lainnya. Prinsip dasar
desentralisasi adalah setiap daerah memiliki kewenangan (administratif,
keuangan, dan bahkan politik) yang cukup besar untuk menentukan
kebijakan dan arah pembangunan daerahnya. Namun kewenangan
pembangunan yang dapat dijalankan tersebut harus tetap sejalan dengan
pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada konteks tersebut, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat (2) mengamanatkan kepada setiap daerah, untuk
menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah,
terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka
tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah dokumen
perencanaan pembangunan yang menjabarkan visi, misi dan program prioritas
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terpilih sesuai hasil
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 dan dilantik pada tanggal 1
Oktober 2018. RPJMD Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dasar kebijakan
pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur lima tahun ke depan,
dimana perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar ruang, antar

waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Dalam perumusannya, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-
2023 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik
wilayah yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan
pembangunan berkelanjutan, dan merupakan tahapan 5 (lima) tahunan

keempat dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur
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2005-2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam
Pembangunan Berkelanjutan”. Selanjutnya, RPJMD Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2019-2023 ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD
kabupaten/kota, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang
kemudian akan dijabarkan ke dalam RKPD serta Rencana Kerja (Renja) setiap

tahun.

Pada dasarnya RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
telah dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021
(tahun berjalan). Sampai dengan pelaksanaan RKPD tahun 2020 pelaksanaan
kebijakan RPJMD dilakukan pengendalian dan evaluasi yang antara lain
memberikan rekomendasi agar dilakukan perubahan atas RPJMD.
Sebagaimana dipahami bersama, sesuai pasal 342 ayat (1) Permendagri No. 86
Tahun 2017, dijelaskan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan tiga faktor. Pertama, hasil pengendalian dan evaluasi
menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata
cara penyusunan rencana pembangunan yang diatur dalam Permendagri No.
86 Tahun 2017. Kedua, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Permendagri No. 86 Tahun 2017. Ketiga, terjadi perubahan yang mendasar.
Terjadinya perubahan mendasar dimaksud mencakup terjadinya bencana
alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan

keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan kebijakan nasional paling mendasar yang melandasi
dilakukannya perubahan dokumen perencanaan adalah berupa terbitnya
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang didalamnya telah
mengakomodir keputusan pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota
Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, yang mana hal dimaksud belum tercantum
dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Demikian pula dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai omnibus
law yang dimaksudkan untuk memperbaiki iklim penyerapan tenaga kerja.
Berbagai regulasi dan kebijakan sektoral di daerah perlu disesuaikan
khususnya menyangkut kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem
investasi, dan dukungan terhadap proyek strategis nasional di daerah,

termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
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Kebijakan nasional lain yang juga menjadi perhatian utama perubahan
RPJMD adalah amanat untuk menjembatani konsistensi antara perencanaan
dan keuangan daerah berupa perbaikan atau perubahan klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan
pemutakhirannya. Mulai tahun anggaran 2021 Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur telah melakukan perubahan atau perbaikan klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi
secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar
penamaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah.

Adapun menyangkut krisis ekonomi akibat Pandemi COVID-19 atau
dalam kondisi terakhir ini adanya resesi global dan nasional berupa antara lain
pembatasan aktivitas sosial dan berkurangnya aktivitas ekonomi yang
berdampak pada penurunan kesejahteraan dan daya beli masyarakat secara
masif. Respons kebijakan (antisipatif) yang telah dilakukan secara nasional
dan daerah telah direkam dalam beberapa prioritas pembangunan pada RKPD
Tahun 2020 dan Tahun 2021. Respons dimaksud juga termasuk dilakukannya
realokasi dan refocusing APBD Tahun anggaran 2020 berdasarkan Keputusan
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ
dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
(PMK No.35/2020). Hal yang sama juga dilakukan terhadap APBD Tahun
Anggaran 2021 berdasarkan RKPD Tahun 2021.

Hasil evaluasi kebijakan jangka menengah daerah sampai dengan tahun
2020 juga menyimpulkan bahwa asumsi dasar dan beberapa indikator kinerja
utama daerah yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2024 tidak dapat dicapai sesuai target. Beberapa indikator makro yang
terpengaruh adalah pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat
pengangguran dan beberapa indikator penting lain terdampak. Berdasarkan

hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk
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melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-
2023. Perubahan RPJMD dilakukan dengan memetakan kebijakan tahunan
yang telah atau sedang dilaksanakan yaitu pada tahapan RKPD Tahun 2019
dan Tahun 2020. Kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021
digunakan sebagai rujukan utama perubahan dan dilanjutkan dengan analisis
konsistensinya pada rumusan kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun
2022 dan Tahun 2023, dengan memperhatikan tercapainya penggunaan

sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.2  Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyusunan
Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perubahan RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan

hukum operasionalnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
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Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6485);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6042);

Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);
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Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang

Rencana Induk Penanggulangan Bencana;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang

Percepatan Penurunan Stunting;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 2019
Nomor 1447);
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19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2016 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2019 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020
tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 2).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RPJMD merupakan
bagian dari satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung
terwujudnya harmonisasi antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan
antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun
dengan perencanaan di tingkat nasional. Penjelasan hubungan antara
dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan

sebagai berikut:
1. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPN dan RPJMN;

RPJMD memedomani RPJMN untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja
baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan nasional dan

daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPJMD
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memperhatikan sasaran RPJMN yang telah diselaraskan juga dengan
arah kebijakan dalam RPJPN. Periode yang berbeda mengharuskan
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur memedomani dua RPJMN yaitu
periode tahun 2015-2019 dan 2020-2024. Pada tingkat outcome,
prioritas pembangunan daerah memperhatikan isu-isu dan strategi

pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD dan RKPD Provinsi Kalimantan

Timur;

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan
pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi
Kalimantan Timur 2005-2025 tahap keempat. Secara substantif, RPJMD
Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 telah berpedoman pada RPJPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. Berbagai evaluasi ROIPMD
periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen
perencanaan RJPMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
Kebijakan RPJMD dilaksanakan secara tahunan melalui RKPD. Sasaran
tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam
menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD.
Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam mencapai visi dan misi

RPJMD harus terpetakan dengan baik dalam setiap tahapan RKPD.

Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur;

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan bagi Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)
yang bersifat lima tahunan dan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat
tahunan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai
melalui Renstra PD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD
Provinsi Kalimantan Timur dituangkan di dalam Renstra dan Renja
masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Gubernur
bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD,
sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD, yang harus
dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini,
keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja

impact dan outcome dalam Renstra SKPD, secara langsung dan tidak
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langsung akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dijabarkan dalam
RPJMD.

4. Hubungan Antara RPJMD Provinsi dengan RPJMD dan RKPD
Kabupaten /Kota,;

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menjadi pedoman
dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota.
Keberhasilan kabupaten/kota dalam mencapai target kinerja impact dan
outcome dalam RPJMD dan RKPD, secara langsung dan tidak langsung
akan mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah direncanakan

dalam RPJMD Provinsi.
5. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral,;

Selain memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan
nasional, provinsi maupun daerah, Perubahan RPJMD Provinsi
Kalimantan Timur 2019-2023 juga memperhatikan beberapa dokumen
rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi.
Beberapa dokumen rencana sektoral tersebut diantaranya adalah: 1)
Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB),
2) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK),
3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, 4) Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), 5) serta

Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan
baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, setiap tahun
diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk tujuan
penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan antara para pemangku
kepentingan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lain

dapat dilihat pada Gambar I-1.
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Gambar I - 1 Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya

Selain itu, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 juga
mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), serta Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS). Strategi dan arah kebijakan pembangunan
kewilayahan Kalimantan Timur dalam RPJMD merupakan bagian tak
terpisahkan dari RTRWP dan KLHS. Hubungan ketiga dokumen ini harus
sinergis dan terpadu, agar kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai
dengandaya dukung dna daya tampung lingkungan secara berkelanjutan.
Pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan
seimbang dengan pendekatan pembangunan kewilayahan sebagaimana diatur
dalam RTRWP. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga
memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih
strategis secara terpadu yang mengedepankan kondisi daya dukung daya

tampung lingkungan atau ruang wilayah secara berkelanjutan.
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Gambar I - 2 Integrasi RTRW dan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD

Berdasarkan KLHS, Provinsi Kalimantan Timur ke depan dibangun
dengan konsep pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi
hijau dalam implementasinya. Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi
Kalimantan Timur selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai
sejumlah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development Goals, SDGs) yang terdiri dari empat pilar yaitu mulai dari aspek
kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan gender (Pilar Sosial); energi
terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan-pemerataan kesempatan
akses, distribusi produksi-konsumsi komoditi (Pilar Ekonomi); isu terkait
lingkungan hidup dan perubahan iklim (Pilar Lingkungan Hidup); dan
langkah-langkah reformasi birokrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam

meningkatkan tata-kelola pemerintahan (Pilar Hukum dan Tata Kelola).

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dimaksudkan untuk
memberikan pedoman dan arah kebijakan merekam wulang kebijakan
pembangunan tahunan yang telah dilaksanakan/direncanakan sampai
dengan Tahun 2021 dan menyesuaikan/revisi kebijakan pembangunan pada

periode tersisa yakni Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk
menyelaraskan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan

dengan kondisi terkini yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur
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di sisa periode pembangunan yaitu pada RKPD Tahun 2022 dan RKPD Tahun
2023. Dalam menetapkan penyelarasan strategi dan arah kebijakan serta
penentuan program pembangunan daerah, dilakukan atas dasar hasil evaluasi
pembangunan dua tahun berjalan serta dengan memperhatikan kondisi

empiris, kemampuan, dan kewenangan daerah.

Adapun sasaran penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan
yang akan dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi
Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya;

2. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi
pembangunan dalam menghadapi gejolak sosial dan ekonomi akibat
pandemi COVID-19;

3. Instrumen kebijakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

4. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah,

swasta dan masyarakat.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ini mengacu pada pedoman operasional
dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Sebagai tambahan untuk memudahkan, dokumen
Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ini juga memuat
Lampiran yang menyajikan informasi detil terkait program dan pagu indikatif
serta program per-urusan . Sistematika dokumen dimaksud adalah sebagai

berikut:
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Penulisan

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.5 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Masa Lalu

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3. Kerangka Pendanaan

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tuyjuan dan Sasaran

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

6.2. Tema Pembangunan Tahunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah

6.3. Program Unggulan untuk Pencapaian Visi dan Misi
Gubernur dan Wakil Gubernur 2019-2023 (Dedicated
Program)

6.4. Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan

6.5. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

6.6. Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif
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BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
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8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagi Indonesia sumber daya alam yang demikian melimpah khususnya
yang berada di luar Jawa termasuk di Provinsi Kalimantan Timur, sudah lebih
dari 6 (enam) dasawarsa dimanfaatkan sebagai modal pembangunan ekonomi
(natural resources based economy). Alasannya tentu saja karena sumber
daya tersebut telah tersedia dan secara mudah dengan langsung
mengekstraksi dan memperdagangkan tanpa adanya upaya pengolahan
untuk meningkatkan nilai tambah produk. Akses yang mudah terhadap
sumber daya alam ditambah pertumbuhan penduduk, peningkatkan standar
hidup dan tersedianya pasar atas komoditas sumber daya alam telah
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, pemanfaatan
sumber daya alam secara langsung/ekstraktif ini disadari sangat rentan bagi
laju pertumbuhan karena dipengaruhi oleh harga pasar atas komoditas,
terlebih bilamana orientasinya ekspor. Apabila harga baik maka baik pula
laju pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Dalam dasawarsa terakhir
Provinsi Kalimantan Timur menyadari kualitas pertumbuhan sama
pentingnya dengan laju pertumbuhan tersebut. Kualitas pertumbuhan yang
diharapkan tentu saja yang mampu menghemat (terhadap sumber daya alam
yang tidak terbarukan) dan/atau menjaga keberlanjutannya (sumber daya
alam terbarukan), salah satunya adalah dengan melakukan transformasi

ekonomi.

Strategi jangka panjang yang secara bertahap dilakukan, yaitu potensi
sumber daya alam terbarukan terus dikembangkan, baik dari sektor
pertanian dalam arti luas maupun sektor jasa lingkungan, sehingga
diharapkan akan menggeser struktur ekonomi ekstraktif terhadap sumber
daya alam tidak terbarukan. Disamping itu hilirisasi komoditas sektor
pertanian melalui pembangunan dan pengembangan industri pengolahan di
Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah
(added value) produk, terjadinya penciptaan tenaga kerja dan perlahan
menggeser dominasi aktivitas pertambangan dan penggalian ke struktur
perekonomian yang lebih berkelanjutan termasuk secara merata dan
berkeadilan menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada

ekonomi kawasan.
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RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai dokumen
perencanaan lima tahunan yang saat ini sedang dalam proses perubahan,
dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis yang
berkembang sebagai dasar dilakukannya perubahan setelah 2 (dua) tahun
berjalan, dengan memperhatikan berbagai dinamika aspek pembangunan
baik sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola. Proses perumusan
kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu
melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan
pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja
pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang
meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selaras dan mendukung isu
strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi Kepala Daerah dan

kebutuhan perumusan strategi.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kalimantan Timur adalah salah satu dari lima provinsi yang berada di
Pulau Kalimantan. Dengan luas wilayah sebesar 12.734.692 hektar,
Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia setelah
Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Secara astronomis,
Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 20 33’ Lintang Utara (LU) dan 29
25’ Lintang Selatan (LS), 113° 44’ Bujur Timur (BT) dan 1199 00° Bujur Timur
(BT). Adapun batas-batas geografis wilayah Provinsi Kalimantan Timur
adalah:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara,

2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak
Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan

Provinsi Kalimantan Tengah,

3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan

Selatan, dan

4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut

Sulawesi.
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Secara administratif, Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 7 (tujuh)
Kabupaten dan 3 (tiga) Kota, meliputi 103 Kecamatan dan 1.038
Desa/Kelurahan dengan informasi luas wilayah setiap Kabupaten/Kota

sebagaimana disajikan dalam Tabel II-1.

Tabel II- 1 Data Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur

No Luas wilayah Jumlah Jumlah
Kabupaten /Kota Desa dan
(Ha)* Kecamatan

Kelurahan
1 Paser 1.109.696 10 144
2 | KUBAR 1.370.992 16 194
3 | KUKAR 2.598.808 18 237
4 | KUTIM 3.105.171 18 141
S5 | Berau 2.173.519 13 110
6 | PPU 292.373 4 54
7 | MAHULU 1.944.941 5 50
8 | Balikpapan 51.225 6 34
9 | Samarinda 71.653 10 59
10 | Bontang 16.314 3 15
Kalimantan Timur 12.734.692 103 1.038

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

2.1.2. Topografi dan Jenis Tanah

Karakteristik topografi Provinsi Kalimantan Timur ditandai dengan
keberadaan area dengan kelerengan bervariasi dari lahan datar (kemiringan
lereng 0-2%) yang umumnya terdapat di daerah pantai dan daerah paparan
banjir dari sungai besar, area kemiringan landai (2-8%), perbukitan dan
dataran bergelombang dengan kemiringan sedang (8-15%), agak curam (15-
25%) hingga curam (25-40%). Dengan kondisi topografi seperti ini, area yang
datar dan landai yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan
cukup terbatas, sementara pada wilayah yang memiliki konfigurasi lapangan
yang bergelombang hanya cocok untuk ditanami tanaman tahunan atau

diselamatkan sebagai kawasan konservasi.

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur,
wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas
7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai
Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya luas wilayah pada kemiringan
diatas 40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen

sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai).



-18-

Ketinggian wilayah Kalimantan Timur bervariasi mulai dari 10,23 -
174,63 mdpl. Hanya Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang terletak
di ketinggian lebih dari 100 mpdl, sisanya cenderung terletak pada ketinggian
yang lebih rendah yang artinya wilayah Kalimantan Timur cenderung
didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah

pengendapan.

Berdasarkan Peta Klasifikasi Jenis Tanah, Provinsi Kalimantan Timur
memiliki total luas 12.526.165,42 Ha. Secara umum, tanah di Provinsi
Kalimantan Timur didominasi oleh jenis Ultisol yang diwakili oleh Hapludults.

Gambar II - 1 menginformasikan klasifikasi 26 jenis tanah di Kalimantan

Timur.
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Gambar II - 1 Peta Klasifikasi Tanah Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: Kementerian LHK, 2018
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2.1.3. Geologi

Secara geologi, wilayah Kalimantan merupakan daerah yang kompleks
dengan adanya interaksi 3 Lempeng Utama, yakni Lempeng Indo Australia,
Lempeng Pasifik dan Lempeng Asia (van Bemellen, 1949). Beberapa potensi
mineral yang ada yaitu batubara, minyak dan gas bumi, emas dan lain-lain.

Gambar II - 2 berikut ini adalah Peta Formasi Geologi Kalimantan Timur.
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Gambar II- 2 Peta Formasi Geologi Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: Kementerian ESDM, 2000

Sesuai dengan yang ditampilkan pada Gambar II-3, formasi geologi
paling umum yang ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur adalah Endapan
Alluvium yang mendominasi wilayah bantaran maupun wilayah paparan
banjir dan dataran dari endapan sungai dan danau. Formasi Pamaluan,
Mentarang dan Balikpapan adalah formasi berikutnya yang paling sering

ditemukan.
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Formasi Geologi Dominan di Provinsi Kalimantan Timur
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Gambar II- 3 Formasi Geologi Dominan di Provinsi Kalimantan Timur

2.1.4. Bentang Alam

Bentang alam menunjukkan gabungan beberapa ekosistem yang
berada pada satu hamparan yang sama. Bentang alam di Provinsi Kalimantan
Timur memiliki luas keseluruhan 12.729.632,60 hektar. Terdapat delapan
tipe bentang alam di Kalimantan Timur, yaitu Bentang alam yang terdapat di
Provinsi Kalimantan Timur antara lain: 1) Perbukitan Struktural Kompleks
Meratus, 2) Pegunungan Struktural Kompleks Meratus, 3) Dataran Struktural
Kompleks Meratus, 4) Pegunungan Intrusif Batuan Beku Tua Kalimantan, 5)
Perbukitan Karst Kalimantan, 6) Dataran Fluvial Kalimantan, 7) Dataran
Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam, dan 8) Dataran Pantai

Kalimantan (Tabel II-2).
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Tabel II- 2 Data Tipe Bentang Alam di Kalimantan Timur

P t
Bentang Alam Luas (Ha) ers(i/n) ase
(0]
Pegunungan Struktural Kompleks 3.585.710,00 08
Meratus
Perbukitan Struktural Kompleks 6.957.250,00 56
Meratus
Dataran Struktural Kompleks Meratus 18.374,10 0
Peg}lnungan Intrusif Batuan Beku Tua 74.709.50 )
Kalimantan
Perbukitan Karst Kalimantan 629.008,00 2
Dataran Fluvial Kalimantan 934.912,00 9
D K leks Kah -
ataran Gambut Kompleks Kahayan 175.603,00 1
Kapuas - Mahakam
Dataran Pantai Kalimantan 354.066,00 3
Total* 12.729.632,60 100

Sumber: Hasil Analisis Peta Ekoregion dengan Batas Wilayah Provinsi

Kalimantan Timur (Tim KLHS RPJMD Prov Kaltim, 2021)

e Jumlah luas wilayah dapat berbeda dengan luas wilayah Provinsi
Kalimantan Timur karena perbedaan peta dasar

Satu catatan penting bahwa meskipun banyak pegunungan dan
perbukitan yang mengakibatkan topografi bergelombang, tetapi di
Kalimantan Timur tidak terdapat gunung berapi. Peta II-4 berikut ini

menggambarkan persebaran tipe bentang alam yang dimaksud.
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Gambar II- 4 Peta Bentang Alam Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: Kementerian LHK, 2018

2.1.5. Hidrologi

Beberapa sungai yang ada diwilayah Kalimantan Timur adalah Sungai
Mahakam, Sungai Kedang Kepala, Sungai Bahan, Sungai Bani, Sungai
Kayan, Sungai Senyiur, Sungai Sesayap, Sungai Telen dan Sungai Wahan.
Sungai-sungai tersebut, terlebih yang besar, sangat penting bagi pemenuhan
kebutuhan air bersih masyarakat serta prasarana transportasi air dari pusat-
pusat pemerintahan ke beberapa daerah pedalaman Kalimantan Timur yang

masih memiliki aksesibilitas darat yang sulit.

2.1.6. Klimatologi

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur
dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda,
Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan

Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam



kategori sedang. Tabel II-3 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi
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Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel II- 3 Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Stasiun
No Uraian . . Tanjung
Samarinda | Balikpapan Redeb

1 | Suhu Udara (°C)

- Minimum 22,80 25,20 21,60

- Maksimum 35 32 36,40
2 | Kelembaban (%) 80 88 80
3 | Tekanan Udara (Mbs) 1.012 1.011,8 1.012,4
4 | Kecepatan Angin (Knot) 4,00 5,00 7,00
S | Curah Hujan (mm) 1.970 3.674,20 2.437,9
6 | Penyinaran Matahari (%) 50 51 54

Sumber: BMKG Wilayah KALTIM (2021)

2.1.7. Penutupan Vegetasi

Kalimantan Timur memiliki tipe vegetasi yang beragam. Vegetasi hutan
Dipterocarpa memiliki luas terbesar dan tersebar merata di Kalimantan Timur
dengan luas 5.971.910 Ha (47%), sementara Vegetasi Hutan Pegunungan
Bawah memiliki luas 2,002.050 Ha (16%) yang berada pada Kabupaten Kutai
Timur, Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu. Vegetasi Hutan Batu
Gamping Pamah di Karst memiliki luas 679.077 (5%) dan berada di
Kabupaten Kutai Timur dan Berau, Vegetasi Mangrove memiliki luas 335.277
Ha (3%) yang berada di daerah pesisir Berau dan Kutai Kartanegara. Vegetasi
Hutan Gambut memiliki luas 334.830 Ha (3%) dan tersebar di Kabupaten

Kutai Kartanegara dan sebagian kecil di Kabupaten Kutai Barat.

Selanjutnya Provinsi Kaltim juga memiliki beberapa tipe vegetasi unik
dengan luas wilayah yang cukup kecil seperti Vegetasi Terna Tepian Sungai
227.264 Ha (2%), Vegetasi Hutan Batuan Ultrabasa 182.174 Ha (1%), Vegetasi
Terna Rawa Gambut 144.506 Ha (1%), Vegetasi Hutan Kerangas Pamah
140.804 Ha (1%), Vegetasi Terna Tepian Sungai Payau 138.089 Ha(1%),
131.112 Ha (1%),
Batugamping Pamah 86.703,10 (1%), Vegetasi Hutan Rawa Air Tawar
42.762,60 Ha (0%), Vegetasi Hutan Rawa Air Payau 39.223,30 Ha (0%),

Vegetasi Terna Rawa Air Tawar Vegetasi Hutan

Vegetasi Hutan Tepian Sungai Payau 30.592,60 Ha (0%), Vegetasi Hutan
Pantai 20.717,40 Ha (0%) dan Vegetasi Terna Rawa Air Payau 12.613,20 Ha
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(0%). Seluruh tipe vegetasi ini membentuk wilayah Provinsi Kaltim dengan

luas keseluruhan 12.729.665,20 Ha (lihat Tabel II-4).

Tabel II- 4 Data Tipe Vegetasi Alami di Kalimantan Timur

Ekoregion (Tipe Vegetasi) Luas (HA)
Vegetasi hutan dipterokarpa 5.971.910,00
pamah
Vegetasi hutan pamah (non 2.209.960,00
dipterokarpa)

Vegetasi hutan pegunungan 2,002.050,00
bawah

Vegetasi hutan batugamping 679.077,00
pamah di karst

Vegetasi mangrove 335.277,00
Vegetasi hutan gambut 334.830,00
Vegetasi terna tepian sungai 227.264,00
Vegetasi hutan batuan ultrabasa 182.174,00
Vegetasi terna rawa gambut 144.506,00
Vegetasi hutan kerangas pamah 140.804,00
Vegetasi terna tepian sungai 138.089,00
payau

Vegetasi terna rawa air tawar 131.112,00
Vegetasi hutan batugamping 86.703,10
pamah

Vegetasi hutan rawa air tawar 42.762,60
Vegetasi hutan rawa air payau 39.223,30
Vegetasi hutan tepian sungai 30.592,60
payau

Vegetasi hutan pantai 20.717,40
Vegetasi terna rawa air payau 12.613,20
Total* 12.729.665,20

*Jumlah luas wilayah dapat berbeda dengan luas wilayah
Provinsi Kalimantan Timur karena perbedaan peta dasar

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023

Penutupan lahan vegetasi alami provinsi Kalimantan Timur pada tahun
1990 hingga 2015 menunjukan pada vegetasi hutan mengalami penurunan
luas setiap tahunnya, sedangkan semak belukar pada tahun 2000 hingga
2006 mengalami penambahan luas, pada tahun 2011 mengalami penurunan
luas, dan pada tahun 2015 mengalami penambahan luas Kembali (lihat Tabel
[I-5). Situasi fluktuatif ini ini tentu saja terkait dengan pendataan tentang
deforestasi dan degradasi hutan beserta dinamika tutupan vegetasi yang

perlu untuk dioptimalkan guna mendapatkan data yang akuran dan reliabel.
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Tabel II- 5 Data Penutupan Lahan Vegetasi Alami di Kalimantan Timur

Tipe Tutupan

Luas Tutupan Lahan (Ribu Ha)

Lahan 1990 1996 2000 2006 2011 2015
Hutan 8.695,82 8.644,70 | 7.786,49 | 7.558,70 | 7.399,.65| 7.081,50
Semak 2.294,04 | 2.321,70 | 3.163,72 | 3.292,29 | 2.480,91 2.888,94
Belukar
Perkebunan 286,16 302,77 255,06 338,81 528,79 1.107,17
Rawa 716,33 716,33 808,14 720,77 688,62 637,11
Pertanian 274,84 275,10 239,19 296,23 1010,25 367,41
Permukiman 67,76 67,74 69,24 74,06 77,54 80,13
Lahan 171,93 178,54 180,08 221,53 308,09 322,02
Terbuka
Sawah 5,25 5,25 5,01 5,07 12,65 6,48
Tambak 69,31 69,31 76,21 103,88 104,85 117,36
Air 118,03 118,03 115,49 115,49 115,49 118,71
Jumlah 12.726,83 | 12.726,83 | 12.726,83 | 12.726,83 | 12.726,83 | 12.726,83

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023
2.1.8. Keanekaragaman Hayati
Karakteristik keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur

digambarkan dengan peta indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi
(Gambar II-5). Sebaran keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur di peta
kawasan bernilai konservasi tinggi digambarkan khususnya pada NKT 1, NKT
2 dan NKT 3. Berdasarkan Peta Indikatif Kawasan Benilai Konservasi Tinggi
(HCV), khususnya untuk nilai konservasi tinggi (NKT) 1.2 yang mewakili
keberadaan spesies terancam punah. Provinsi Kalimantan Timur memiliki
beberapa wilayah konsentrasi satwa liar penting yang harus dilindungi, di
antaranya orangutan (Pongo pygmaeus) di perbatasan Kabupaten Berau dan
Kutai Timur, sebagian besar Taman Nasional Kutai hingga sebagian wilayah

Kutai Kartanegara.
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Gambar II- 5 Peta Indikator Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk
Aspek Satwa Liar dengan Status Konservasi Kritis/NKT 1.2.

Gambar II-5 menunjukkan peta habitat dan sebaran beberapa jenis
penting yang tersedia. Jenis-jenis yang dimaksud adalah untuk Primata
terdapat 2 species, Orangutan (Pongo pygmaeus) dan Bekantan (Nasalis
larvatus), kemudian Badak (Dicerorhinus sumatrensis), Buaya Siam
(Crocodyllus siamensis) dan Ibis Karau (Pseudibis davisoni), 20 jenis karnivora
(Martes flavigula, Viverra tangalunga, Prionodon linsang, Paradoxurus
hermaphroditus, Paguma larvata, Arctictis binturong, Arctogalidia trivirgata,
Hemigalus derbyanus, Hemigalus hosei, Cynogale bennettii, Herpestes
brachyurus, Herpestes hosei, Herpestes semitorquatus, Neofelis diardi,
Prionailurus planiceps, Pardofelis marmorata, Prionailurus bengalensis,
Cotapuma badia) dan peta sebaran burung endemik (Endemic Bird Areaq).
Jenis-jenis di atas dilindungi karena berbagai faktor, antara lain: (a) langka

dan terancam punah; serta (b) penyebarannya terbatas (endemic).
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Sementara itu terdapat pula habitat alami Buaya Siam di wilayah

Danau Mesangat, Kutai Timur. Di Kutai Barat, terdapat indikasi habitat alami

Badak Sumatera dan Ibis Karau yang terindikasi hingga ke Kabupaten

Mahakam Ulu. Kondisi habitat species-species penting di Kalimantan Timur

sangat tergantung kepada kondisi habitatnya. Berikut ini gambaran peta

sebaran species-species penting di Kalimantan Timur berdasarkan peta

indikatif kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT/HCV) 1.3 di Kalimantan

Timur.
] l"IO"O'I! 1 IS"’O’! 1 I".O’O'K 1 l7'2‘0’! 1 w':nrz 1 I??’ﬂ't
- prs. o o o 3
& 2
= PETA INDIKATIF KAWASAN £
BERNILAI KONSERVASI TINGGIE (HCV) 1.3
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
5 9 S £
1 s
~ - ) ~
= -4
3l B =
- -
$1: I
A 2 13-
el e
- ‘o
2 = = >
Hnds ensl Canpeveems
- Bords and Crocoddes
Brds siel Pricvates
Z | B tead Carovenes wod Croceddes >
;_"; T Cormiverys and Prissates E‘_;
g B snk Crocedles and Mt g
- Carsivore
. Carntvarvssnd Poavaees
Carnfrores snd Kivoooetes
| ::‘ Carmivores, Prioutes sod Rrkoocenm ":’;1’;‘?\:1‘::‘::: .-:'r:nh- At : )
. Ls KT 00 (0 masbons) -
» BB crcosies AT L5, Wil b oyl s e et e
;~ . Crocodils and T iawnes PO OB arat A A M A A g K ;
~ SESTIM KOORDINAT DAN FROYEXST ~
. Raoceros et A Dt agreta
Ot G EA UTH Do 04
- Priovees Nareg oh fon Crven pyogPermdt o o
190000 RO FE Yo" R0
P ™ T o Sy e T
11407078 11500°E 116007 1NTO0E 1I800E 1NY0E

Gambar II- 6 Peta Indikatif Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk Aspek

Satwa Liar dengan Status Konservasi Endangered Species dan

Dilindungi/NKT 1.3
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2.1.9. Potensi dan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peta Pola Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Kalimantan Timur, wilayah pemanfaatan lahan yang paling
luas adalah Kawasan Budidaya Perkebunan dengan luas 3.269.561,43 Ha
(26%), Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas 3.027.099,77 Ha (24%), Hutan
produksi Terbatas (HPT) dengan luas 2.908.255,33 (23%) dan Hutan Lindung
(HL) dengan luas 1.844.969,63 Ha (14%). Dari alokasi pola ruang dalam
RTRW tersebut, diketahui penggunaan lahan didominasi oleh kawasan hutan
yang membentuk 48 % dari keseluruhan wilayah, diikuti kawasan budidaya

non kehutanan (APL) sebesar 34% dan kawasan lindung sebesar 18%.

Tabel II- 6 Alokasi Pola Ruang di Kalimantan Timur

Alokasi Pola Ruang (Kawasan) Luas (Ha) Persentase (%)
1 | Kawasan Lindung
1.1 | Kawasan Suaka/Pelestarian 438.390,32 3
Alam
1.2 | Hutan Lindung 1.844.969,63 14
2 | Kawasan Hutan
2.1 | Hutan Produksi Terbatas 2.908.255,33 24
2.2 | Hutan Produksi Tetap 3.027.099,77 23
2.3 | Hutan Produksi yang dapat 120.438,31 1
Dikonversi
3 | Kawasan Budidaya
3.1 | Perkebunan 3.269.561,43 26
3.2 | Tanaman Pangan dan 412.095,94 3
Hortikultura
3.3 | Pemukiman 396.266,13 3
3.4 | Kawasan Industri 32.887,50 0
3.5 | Kawasan Pariwisata Darat 97.422,93 1
3.6 | Kawasan Perikanan 91.548,69 1
4 | Kawasan Lain
4.1 | Tubuh Air 95.755,78 1
Total Luasan 12.636.343,97 100

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2016

Kondisi penutupan Lahan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur setiap
tahunnya mengalami penurunan, tren pada Gambar II-7 menunjukan pada
tahun 1990 luas hutan di provinsi Kalimantan Timur masih seluas 8,70 Juta
Ha hingga pada tahun 2015 luas hutan tersisa hanya 7,08 Juta Ha. Dimana
pada tahun 1996 Luas hutan provinsi kalimantan timur 8,64 juta Ha, Tahun
2000 Seluas 7,79 Juta Ha, tahun 2006 seluas 7,56 juta Ha, dan pada tahun

2011 luas hutan tersisa di provinsi Kalimantan Timur sebesar 7,70 Juta Ha.
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Penurunan drastis luas hutan pada tahun 1996-2000 tentunya juga
merupakan imbas dari kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat

itu.

Tren Penutupan Lahan Hutan dan Vegetasi Alami Provinsi Kalimantan Timur

Luas (x1000 Ha)

LuasHA LuasHA LuasHA LuasHA LuasHA LuasHA LuasHA
(1990) (1996) (2000) (2006) (2011) (2015) (2020)

B Hutan — @em VegetasiAlami  — Linear (Hutan)  — Linear (Vegetasi Alami)

Gambar II- 7 Tren Penutupan Lahan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: Peta Penutupan Lahan 1990-2015, Dirjen PKTL, Kementerian LHK,
2016

Kawasan Budidaya/Areal Penggunaan Lain dimanfaatkan untuk
kegiatan perkebunan, pertanian tanaman pangan dan holtikultura,
permukiman, perikanan, pariwisatan dan industri. Pada Gambar II-8
menunjukkan Tren Penutupan Lahan Budidaya Provinsi Kalimantan Timur
pada tahun 1990 hingga 2015 menunjukan peningkatan tutupan walaupun
terjadi penurunan pada tahun 2000. Penutupan lahan Rawa mengalami
penurunan pertahunnya walaupun pada tahun 2000 mengalami
peningkatan, penutupan lahan pertanian pada tahun 1990 hingga 2006
mengalami kenaikan dan penurunan yang sedikit, pada tahun 2011
mengalami kenaikan yang sangat pesat hingga pada tahun 2015 mengalami
penurunan luas kembali. Penutupan lahan sawah, pemukiman dan tambak
stabil dari tahun 1990 hingga 2015, sedangkan penutupan Lahan Terbuka

mengalami kenaikan luas setiap tahunnya.
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Tren Pemanfaatan Lahan untuk Kegiatan Budidaya
Provinsi Kalimantan Timur
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Gambar II- 8 Tren Penutupan Lahan Budidaya di Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: Peta Penutupan Lahan 1990-2015, Dirjen PTKL, Kementerian LHK,
2016

2.1.10. Wilayah Rawan Bencana

Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana
gempa bumi tektonik dan vulkanik, namun berpotensi mengalami bencana
kebakaran, tanah longsor, banjir, angin topan, konflik sosial dan tenggelam.
Potensi bencana ini umumnya bersifat temporer, baik secara lokasi maupun

waktu.

Tabel II- 7 Kejadian Bencana per Kab/Kota di Kalimantan Timur
Tahun 2020

Jenis Bencana
Kecelakaan' Gempa
No KAB/KOTA Kebakaran Tanah ) Puting ' Transportasi Bumi
Kebakaran | Hutan dan e Banjir itk Konflik dan

Lahan Udara | Sungai/Laut .

Tsunami
7 Paser 2 1 0 10 0 0 0 1 0
5 KUBAR 5 12 0 30 0 0 0 0 0
3 KUKAR 15 0 0 3 3 0 0 1 0
4 KUTIM 10 73 1 1 1 0 0 1 0
10 Berau 16 14 3 3 [¢] 0 0 1 1
8 PPU 9 14 0 10 2 0 0 0 0
9 MAHULU 0 0 0 1 0 0 0 2 0
2 Balikpapan 29 9 12 6 0 0 0 0 0
1 Samarinda 34 17 30 71 0 0 0 1 0
6 Bontang 4 21 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 124 161 46 135 6 0 0 7 1

Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2020
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Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur
adalah kebakaran dan disusul dengan banjir yang terdapat hampir di seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, terutama di daerah perkotaan
dan pemukiman. Daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan
terdapat di Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Kota Samarinda. Pada
tahun 2020 kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 161 kali. Dimana
jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan terbanyak ialah di Kabupaten
Kutai Timur yakni sebanyak 73 kali. Meski tidak pernah mengalami tsunami,
namun Provinsi Kalimantan Timur terdapat daerah yang rawan bencana
tsunami karena adanya risiko bencana gempa bumi. Daerah rawan tsunami
adalah sepanjang pantai Provinsi Kalimantan Timur. Sementara daerah
dengan tingkat kerawanan tsunami tinggi (akibat gempa bumi) terdapat di
Kabupaten Berau.

Tabel II- 8 Tren Perubahan Jasa Lingkungan Pencegahan Kebakaran Hutan
dan Lahan di Kalimantan Timur

Tren Perubahan Jasa Lingkungan Grand Total
Kabupaten / Kota Pencegahan Karhutla (Ha)
Naik Tetap Turun

Paser 53.548,43 948.128,53 107.793,34 | 1.109.470,30
KUBAR 53.661,60 808.009,41 286.069,83 | 1.147.740,84
KUKAR 164.187,85 | 2.069.062,14 621.391,79 | 2.854.641,78
KUTIM 255.386,48 | 2.572.842,60 259.048,86 | 3.087.277,94
Berau 78.936,99 | 1.886.857,88 206.878,27 | 2.172.673,13
PPU 14.495,26 195.034,22 84.515,91 294.045,40
MAHULU 43.949,93 | 1.828.131,91 72.853,10 | 1.944.934,94
Balikpapan 860,98 42.440,69 7.805,90 51.107,57
Samarinda 813,01 42.268,45 14.615,10 57.696,57
Bontang 4.434,17 11.400,67 410,18 16.245,02
Grand Total 670.274,71 | 1.0404.176,50 | 1.661.382,28 | 12.735.833,50

Sementara daerah banjir dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi
adalah Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda. Kemudian
daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor terdapat di daerah
perkotaan seperti Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Kerugian terbesar
akibat kejadian bencana di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari banjir
yang terjadi pada tahun 2017 dan mengakibatkan 7.007 unit rumah terkena
dampak bencana. Sedangkan bencana kebakaran pemukiman melibatkan

kawasan seluas 842,6 Ha dan 1.150 unit bangunan yang terdampak bencana.
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Tabel II- 9 Tren Perubahan Jasa Lingkungan Pencegahan Longsor di

Kalimantan Timur

Tren Perubahan Jasa Lingkungan
Grand Total
Kabupaten / Kota Pencegahan Longsor (Ha)
Naik Tetap Turun

Paser 34.358,18 931.594,68 143.517,45 | 1.109.470,30
KUBAR 60.503,98 898.299,28 188.937,58 | 1.147.740,84
KUKAR 97.731,52 | 2.415.486,85 341.423,42 | 2.854.641,78
KUTIM 123.633,73 | 2.523.285,46 440.358,75 308.7277,94
Berau 25.358,25 | 1.912.914,75 234.400,13 | 2.172.673,13
PPU 14.370,34 225.588,95 54.086,10 294.045,40
MAHULU 3.118,76 | 1.900.932,76 40.883,42 | 1.944.934,94
Balikpapan 987,79 46.644,11 3.475,67 51.107,57
Samarinda 969,31 45.585,69 11.141,56 57.696,57
Bontang 265,84 15.279,10 700,08 16.245,02
Grand Total 361.297,71 | 10.915.611,62 | 1.458.924,16 | 12.735.833,50

Dari segi kebencanaan geologi, gempa tektonik bukan tidak pernah

terjadi di Kalimantan. Terbukti pada 5 Juni 2015 terjadi gempa berskala 6 SR

di Ranau, Sabah dengan korban 19 orang, longsoran di Gunung Kinibalu dan

kerusakan bangunan di Kota Ranau. Catatan BMKG juga menyebutkan

gempa dengan magnitudo 5.7 pada 25 Februari 2015 dengan pusat gempa
413 km timur laut Kota Tarakan. Pusat Studi Gempa Nasional (PUSGEN,

2018) menyatakan terdapat tiga zona utama sesar di Pulau Kalimantan yaitu

Sesar Tarakan yang melintasi Pulau Tarakan, Sesar Mangkalihat yang

membelah Tanjung Mangkalihat dengan arah hampir timur ke barat dan

Sesar Meratus yang memanjang dengan arah utara-selatan di Kabupaten

Paser. Hasil studi yang dilakukan PUSGEN pada 2018 menunjukkan tidak

ada tambahan sumber gempa tektonik khusus untuk Pulau Kalimantan,

sementara terdapat banyak tambahan sumber gempa di pulau-pulau lain.
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%,

Gambar II- 9 Sebaran Sesar Aktif di Pulau Kalimantan
Sumber: Pusat Studi Gempa Nasional, 2017

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang
diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan
Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks
dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan.
Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko
bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya
tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana,

kerentanan dan kapasitas daerah.

Salah satu dasar perhitungan Indeks Risiko Bencana yaitu
diperlukannya Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana
Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk
melakukan perhitungan baru akan menyusun dokumen kajian pada tahun
2020 dan rencana pada tahun 2021 sehingga belum bisa menyajikan data
Indeks Risiko Bencana 5 tahun tahun terakhir. Adapun Indeks Risiko
Bencana yang dirilis oleh BNPB Pusat adalah Indeks Risiko Bencana Tahun
2013 dimana Provinsi Kalimantan Timur memiliki indeks 165 dengan kategori

tinggi.
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2.1.11.Kondisi Demografi

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun
ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk
alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan
Timur pada tahun 2019 sebesar 3.630.765 jiwa dan terus meningkat menjadi

3.769.073 jiwa pada tahun 2020.

3,800,000 - 3,769,073
e
3,700,000 1 3,630,765
&
3,600,000 - 3,552,191
3,505,161 <>

3,500,000 - 3,441,731 <>

<
3,400,000 -
3,300,000 -
3,200,000

2016 2017 2018 2019 2020

Gambar II- 10 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata
sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah
penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur
paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,70 persen.
Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan
penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat
pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur.
Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang
distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kota Bontang (4,90%)
Kabupaten Penajam Paser Utara (4,80%), Kabupaten Kutai Barat (4,40%), dan
yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu

dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,90%).
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Gambar II- 11 Distribusi Penduduk Menurut Kab/Kota di Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2020
Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Laju pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh

sebesar 1,83 persen selama lima tahun sejak tahun 2016 — 2020. Kabupaten

Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhan

penduduknya hingga mencapai 7,50 persen dalam lima tahun. Sedangkan

pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Timur dengan

laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,42 persen.

Tabel II- 8 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur

Menurut Kab/Kota

Laju
Pertumbuhan
No | KAB/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020 Penduduk
(2016-2020)
(%)
1 Paser 248.037 255.648 259.417 265.148 277.401 2,26
2 KUBAR 158.085 160.000 162.200 164.048 165.938 2,35
3 KUKAR 662.481 674.759 677.755 696.784 734.485 2,08
4 KUTIM 415.553 418.625 420.760 422.905 424.334 0,42
5 | Berau 211.512 221.836 224.654 232.189 251.439 3,52
6 PPU 166.055 168.012 170.475 173.671 181.349 1,78
7 MAHULU 24.381 26.938 28.833 30.321 35.010 7,50
8 | Balikpapan 618.128 633.196 649.806 670.505 697.079 2,43
9 Samarinda 763.729 769.632 778.883 793.576 817.254 1,36
10 | Bontang 173.770 176.515 179.408 181.618 184.784 1,24
Kalimantan Timur | 3-441.731 | 3.505.161 | 3.552.191 | 3.630.765 | 3.769.073 1,83

Sumber : DKP3A Provinsi KALTIM

Rata-rata usia penduduk pada usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah

lagi di Kalimantan Timur pada tahun 2020 pada laki-laki dan perempuan

mengalami penurunan menjadi sebesar 0,14 persen jika dibanding dengan
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tahun 2019 yaitu sebesar 0,16 persen. Sedangkan untuk usia anak 13-15
tahun mengalami penurunan menjadi sebesar 0,88 persen jika dibanding
dengan tahun 2016 sebesar 1,82 persen. Untuk usia 16-18 tahun, pada
tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 17,95 persen jika
dibanding dengan tahun 2016 sebesar 18,95 persen, dan untuk usia 19-24
tahun dimana kategori usia ini adalah merupakan penentu keberhasilan
dalam rangka mencetak para generasi muda Kalimantan Timur dengan
kemampuan sumber daya manusia yang handal, pada tahun 2020 kategori
penduduk usia 19-24 tahun ada peningkatan menjadi sebesar 70,17 persen
jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 69,76 persen. Meskipun
begitu, jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan yaitu

sebesar 70,56 persen.

Secara umum, rata-rata usia dari 7-24 tahun persentase penduduk
yang tidak bersekolah lagi pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu
menjadi sebesar 26,25 persen jika dibanding dengan tahun 2016 yaitu 25,70
persen. Hal ini menggambarkan bahwa jenjang pendidikan dari usia dini
sampai dengan dewasa telah memenuhi target yang ingin dicapai. Namun
demikian angka tersebut terjadi kenaikan yang perlu diwaspadai, terlebih
capaian tersebut masih di bawah angka Nasional.

Tabel II- 9 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah

Lagi menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah di Provinsi
Kalimantan Timur

Jenis Kelamin

dan Kelompok 2016 2017 2018 2019 2020
Usia Sekolah
Laki-Laki
7-12 0,00 0,00 0,00 0,20 0,03
13-15 2,08 0,54 1,52 1,43 1,34
16-18 18,32 17,49 19,94 17,84 19,17
19-24 70.16 68,80 67,55 71,64 69,98
7-24 26,25 25,07 25,48 26,62 27,32
Perempuan
Jenis Kelamin
dan Kelompok 2016 2017 2018 2019 2020
Usia Sekolah
7-12 0,00 0,00 0,00 0,13 0,26
13-15 1,55 1,05 0,12 0,48 0,43
16-18 19,70 19,50 16,05 18,40 16,66

19-24 71,01 70,47 72,30 67,62 70,38
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7-24 25,11 24,23 24,96 24,19 25,10
Laki-Laki + Perempuan

Jenis Kelamin

dan Kelompok 2016 2017 2018 2019 2020

Usia Sekolah
7-12 0,00 0,00 0,00 0,16 0,14
13-15 1,82 0,78 0,86 0,98 0,88
16-18 18,95 18,50 18,07 18,10 17,95
19-24 70,56 69,55 69,78 69,76 70,17
7-24 25,70 25,67 25,23 25,45 26,25

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Tabel II- 10 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Kelompok Usia
dan Jenis Kelamin (Laki-laki dan Perempuan) di Provinsi Kalimantan Timur

Tidak / Belum Pernah Bersekolah
Kelompok Usia 2016 2017 2018 2019 | 2020
Sekolah
7-12 0,46 0,33 0,24 0,16 0,12
13-15 0,00 0,44 0,25 0,19| 0,05
16-18 0,24 0,18 0,38 0,09| 0,17
19-24 0,56 0,41 0,38 0,35| 0,12
7-24 0,38 0,35 0,31 021]| 0,12
Masih Bersekolah
Kelompok Usia 2016 2017 2018 2019 | 2020
Sekolah
7-12 99,54 | 99,67 | 99,67 | 99,68 99,73
13-15 98,18 | 98,79 98,89| 98,83| 99,07
16-18 80,81| 81,32| 81,55| 81,81| 81,88
19-24 28,88 | 30,04 | 29,84| 29,80| 29,71
7-24 73,92 | 74,97 | 74,46| 74,34| 73,63
Tidak Bersekolah Lagi
Kelompok Usia 2016 2017 2018 2019 | 2020
Sekolah
7-12 0,00 0,00 0,00 0,16 | 0,14
13-15 1,82 0,78 0,86 0,98| 0,88
16-18 18,95 18,50 18,07 18,10 | 17,95
19-24 70,56 | 69,55| 69,78 | 69,76 | 70,17
7-24 25,70 24,67 | 2523 | 2545 | 26,25

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021
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2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis
kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah,
laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-
indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan
pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan

dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.
2.2.1.1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016
hingga tahun 2020 menunjukkan tren yang meningkat baik dari komposisi
dengan migas, non migas, serta non migas dan batubara. Adapun kenaikan
terus terjadi dari tahun 2016 hingga 2019 dimana nilai PDRB dengan migas
Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 652,16 triliun, sedangkan nilai PDRB non
migas sebesar Rp 539,49 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara
sebesar Rp 310,70 triliun. Namun pada tahun 2020 terjadi anomali dimana
karena dampak Pandemi COVID-19 yang sangat signifikan khususnya dalam
hal ekspor, maka terjadi penurunan nilai PDRB migas hingga menjadi sebesar
Rp 607,32 triliun, nilai PDRB non migas menjadi sebesar Rp 506,05 triliun

dan nilai PDRB non migas dan batubara menigkat menjadi sebesar Rp 314,80

triliun.
Tabel II- 11 Produk Domestik Regional Bruto (ADHB)
Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah)
. . Non Migas dan
Tahun Migas Non Migas Batubara

2016 508.880.236 400.847.613 243.496.746
2017 591.903.487 476.190.332 267.249.474
2018 636.454.483 518.074.570 291.567.584
2019 652.158.057 539.448.590 310.699.091
2020 607.320.779 506.051.630 314.803.175

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari
sisi pengeluaran pada tahun 2016-2019 secara keseluruhan mengalami

peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang
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disebabkan karena Pandemi COVID-19, dimana PDRB Provinsi Kalimantan
Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami
penurunan menjadi sebesar Rp 607,32 triliun.

Tabel II- 12 Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur (ADHB)
Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)

No Komponen 2016 2017 2018 2019 2020
Pengeluaran
Pengeluaran
1 Konsumsi Rumah 91.536,85 96.807,32 | 102.584,20 | 109.767,66 | 111.183,75
Tangga
Pengeluaran
2 Konsumsi LNPRT 2.439,03 2.629,57 2.958,20 3.238,86 3.250,20
Pengeluaran
3 | Konsumsi 23.578,34 21.596,79 23.760,62 26.298,93 26.163,83
Pemerintah
Pembentukan
4 144.654,38 | 154.503,23 | 173.474,79 | 187.939,11 187.118,74
Modal Tetap Bruto
5 | Perubahan 1.922,89 | 1.757,93 | 1.613,95 722,91 |  2.555,08
Inventori
6 ZeiiI;SporBarang 244.748,75 | 314.608,65 | 331.106,93 | 324.190,59 | 277.049,17
PDRB 508.880,24 | 591.903,49 | 635.498,68 | 652.158,06 | 607.320,78

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur
pada tahun 2016-2020 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor barang
dan jasa. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri dimana ekspor barang
tambang dan penggalian sangat mendominasi dalam ekspor barang dan jasa.
Fenomena tersebut merupakan aktivitas perdagangan luar negeri yang
tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa,
dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi
komoditas bahan bakar mineral (batubara, minyak bumi dan gas alam).

Tabel II- 13 Distribusi PDRB menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur

Komponen

2016 2017 2018 2019 2020
Pengeluaran

No

Pengeluaran
1 | Konsumsi Rumah 17,99 16,36 16,26 16,79 18,31
Tangga
Pengeluaran
Konsumsi LNPRT
Pengeluaran

3 | Konsumsi 4,63 3,65 3,73 4,03 4,31
Pemerintah

0,48 0,44 0,47 0,50 0,54




-40-

No Komponen 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Pengeluaran

4 |Pembentukan Modal | 0,01 o6 10| 2705| 2872| 30,81
Tetap Bruto

5 | Perubahan Inventori 0,38 0,30 0,25 0,11 0,42

o |NetEksporBarang | o001 5315| s5210| 4971 4562
dan Jasa
Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021
Tabel 1II-16 menunjukkan Laju pertumbuhan PDRB Provinsi

Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2020

mengalami kontraksi sebesar 2,85 persen. Dimana pertumbuhan terendah

dicatat oleh Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar -4,60 persen,

dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar -2,02 persen.

Selain memiliki kontribusi tertinggi, Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa

juga mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yang mengindikasikan bahwa

penurunan nilai PDRB Kalimantan Timur baik dari sisi nilai maupun

pertumbuhannya dikarenakan kegiatan ekspor barang dan jasa.

Provinsi Kalimantan Timur

Tabel II- 14 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran ADHK

No | Komponen Pengeluaran | 2016 2017 | 2018 | 2019 2020
1 Pengeluaran Konsumsi 1,56 2,58 3.14 3,15| (0,44)
Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi
2 LNPRT (4,04) 4,89 8,57 6,77 | (1,28)
P \ K i
g | [cneeuaran BOUSUMSL |13 93)| (9,79)| 7,91 7,70| (2,02)
Pemerintah
Pembentukan Modal
4 6,04 75 7,54 4,79 1,54
Tetap Bruto (6,04) 2, ’ ’ (1,54)
5 | Perubahan Inventori - - - - -
Net Ek B &
6 | oL RSpor barang 3,76 | 428| 0,17| 5,17| (4,60)
Jasa
PDRB (0,38) SRS 2,64 4,74 | -2,85

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Struktur ekonomi kewilayahan didominasi oleh PDRB Kabupaten Kutai

Kartanegara dimana kontribusinya pada tahun 2020 mencapai 25,56 persen

dengan nilai PDRB lebih dari 120 trilyun rupiah serta (Tabel II-17).



41-

Tabel II- 15 Nilai PDRB ADHK Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
(Milyar Rupiah)

No | KAB/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020

1 | Paser 32.755,52 | 33.137,65 | 34.362,05 | 35.72,32 | 34.736,71
2 | KUBAR 18.468,16 | 19.139,86 | 20.108,76 | 21.248,75 | 20.628,18
3 | KUKAR 117.035,58 {118.943,99 [121.509,48 126.160,17 (120.556,60
4 | KUTIM 83.771,69 | 86.520,25 | 88.582,49 | 95.660,74 | 92.585,57
5 | Berau 25.461,37 | 26.227,29 | 26.769,40 | 28.270,78 | 27.322,32
6 | PPU 6.351,93 | 6.506,89 | 6.590,45| 6.762,54 | 6.604,22
7 | MAHULU 1.524,14 | 1.589,55| 1.675,32 1.767,25| 1.762,69
8 | Balikpapan | 73.221,46 | 76.032,08 | 79.807,11 | 83.678,77 | 83.097,89
9 | Samarinda | 39.744,72 | 41.274,97 | 43.323,57 | 45.485,74 | 45.000,47
10 | Bontang 42.835,51 | 43.073,06 | 41.316,22 | 40.423,39 | 39.309,21

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada tahun 2020 terjadi penurunan kinerja yang cukup signifikan,
salah satu faktor penyebab turunnya kinerja ekonomi adalah adanya
kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas masyarakat, sebagai upaya
untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan mobilitas tersebut
menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain
itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah Kalimantan Timur, khususnya pasar
global, terdapat penurunan demand terhadap komoditas energi, yang
dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan batubara dan
kemudian diikuti penurunan harga komoditas energi tersebut di pasar

internasional.

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi
kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami
kontraksi. Kabupaten yang mengalami pertumbuhan negatif cukup signifikan
adalah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar minus 4,44 persen.
Sementara itu, ekonomi Kabupaten Kutai Timur dan Berau masing-masing
terkontraksi sebesar 3,21 persen dan 3,35 persen. Wilayah kabupaten/kota
lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif dibawah 3 persen.

Tabel II- 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di
Provinsi Kalimantan Timur (%)

No KAB/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Paser -4,98 1,17 3,69 3,97 | -2,77
2 | KUBAR -0,83 3,64 5,06 5,67 | -2,92
3 | KUKAR -1,97 1,63 2,16 3,83 | -4,44
4 | KUTIM -1,08 3,28 2,38 7,99 | -3,21
5 | Berau -1,70 3,01 2,07 5,61 | -3,35
6 | PPU -0,47 2,44 1,28 2,61 | -2,34
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No KAB/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020
7 | MAHULU 3,41 4,29 5,40 5,49 | -0,26
8 | Balikpapan 4,92 3,84 4,97 4,85 -0,69
9 | Samarinda 0,56 3,85 4,96 4,99 -1,07
10 | Bontang -1,39 0,55 -4,08 -2,16 | -2,76

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, maka terlihat bahwa peranan
Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya
yang mencapai 24,46 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 19
persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur
merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kota
Balikpapan memberikan peran sebesar 17 persen sebagai pusat jasa dan
niaga serta industri kilang minyak. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya

berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 15 persen.

Bontang, 9.28 Paser, 7.11

Kutai Barat, 4.47
Samarinda, 10.9
utai Kartanegara,
24.46

Balikpapan, 17.00

Penajam Paser
Utara, 1.49

Kutai Timur, 19.00
Berau, 5.82

Gambar II- 12 Distribusi PDRB Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020 (%)
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada tahun 2020, terdapat 6 (enam) kabupaten yang menjadikan
lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi
utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat
bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama
pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat
signifikan, hingga mencapai 77,74 persen, dan kegiatan tersebut ditopang

oleh aktivitas pertambangan batubara.
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Tabel II- 17 Tiga Kategori Dominan dalam Struktur Ekonomi Sektoral
Kab/Kota Menurut PDRB ADHB Tahun 2020

Peringkat I Peringkat II ‘ Peringkat III
Kab/Kota Share Share Share
Lap. Usaha %) Lap. Usaha (%) Lap. Usaha %)
Paser Pertambangan | 67,97 | Pertanian 12,48 | Industri 5,84
KUBAR Pertambangan | 45,50 | Pertanian 14,88 | Konstruksi 12,11
KUKAR Pertambangan | 59,81 | Pertanian 14,92 | Konstruksi 8,56
KUTIM Pertambangan | 77,74 | Pertanian 9,16 | Industri 3,55
Berau Pertambangan | 56,43 | Pertanian 11,64 | Perdagangan 6,51
PPU Pertambangan | 25,83 | Pertanian 21,96 | Industri 16,46
MAHULU Pertanian 75,18 | Pertambangan 6,76 | Konstruksi 6,48
Balikpapan | Industri 47,28 | Konstruksi 16,53 | Transportasi 9,85
Pertamb

Samarinda | Konstruksi 21,23 | Perdagangan 17,09 aflr ambans 10,94
Bontang Industri 79,60 | Konstruksi 6,59 | Perdagangan 3,31

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan
di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 73,41 persen. Sama halnya dengan
wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan
pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan
karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai
Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian
memberikan peranan yang cukup besar mencapai 64,91 persen terhadap
total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan
yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan
pertambangan lainnya. Kabupaten lain dengan sektor utama pertambangan
juga tercatat di Berau dan Penajam Paser Utara. Adapun daerah yang
menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota
Bontang, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian adalah
Kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Timur yaitu
Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel II- 18 Tiga Kategori Dominan dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran
Kab/Kota Menurut PDRB ADHB Tahun 2020

Peringkat I Peringkat II Peringkat III
Kab/Kota e Share Rersean Share s seneEn Share
(%o) (%) (%)
Paser Net Ekspor | 62,74 | PMTB 18,92 | K. Ruta 14,43
KUBAR PMTB 38,84 Net 34,97 | K. Ruta 17,32
Ekspor
KUKAR Net Ekspor | 45,05 | PMTB 38,62 | K. Ruta 12,90
KUTIM Net Ekspor | 71,56 | PMTB 18,87 | K. Ruta 7,17
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Peringkat I Peringkat II Peringkat III
Kab/Kota Komponen Share Komponen Share Komponen Share
P (%) P (%) P (%)
Berau Net Ekspor | 58,03 | PMTB 23,19 | K. Ruta 13,81
K.
PPU K. Ruta 42,83 | PMTB 38,00 . 12,32
Pemerintah
MAHULU Net Ekspor | 33,10 | PMTB 28,87 | K. Ruta 24,21
N
Balikpapan | PMTB 42,08 | Net 28,92 | K. Ruta 25,11
Ekspor
Samarinda | K. Ruta 45,37 | PMTB 41,13 K. ) 12,97
Pemerintah
Bontang Net Ekspor | 73,79 | PMTB 13,14 | K. Ruta 10,66

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada tahun 2020, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur
sebanyak enam kabupaten/kota memiliki perekonomian yang didominasi
oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya
didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan
Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT). Kabupaten/kota yang
perekonomiannya didominasi oleh komponen selain Net ekspor adalah
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan
dan Kota Samarinda. Perekonomian Kabupaten Kutai Barat dan Kota
Balikpapan didominasi oleh komponen PMTB (investasi) yang masing-masing
memberi share sebesar 38,84 persen dan 42,28 persen. Sementara itu,
perekonomian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Samarinda
didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsusmsi Akhir Rumah Tangga

dengan share masing-masing 42,83 persen dan 45,37 persen.

Kabupaten/kota yang porsi tersebarnya merupakan Net Ekspor
merupakan wilayah dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, seperti
batubara, minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan porsi komponen Net
Ekspor antar wilayah tersebut, yang memiliki nilai share Net Ekspor terbesar
adalah Kota Bontang, yaitu sebesar 73,39 persen. Kabupaten Kutai Timur
dan Kabupaten Paser juga memiliki share Net Ekspor yang signifikan, yaitu
masing-masing sebesar 71,56 persen dan 62,74 persen. Sementara itu,
ekonomi wilayah Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu
memiliki nilai share Net Ekspor masing-masing sebesar 58,03 persen, 45,05

persen dan 33,10 persen.
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2.2.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang
dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan
dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat
kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRBnya besar dengan jumlah
penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah teresbut
akan besar, demikian pula sebaliknya. Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar
Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2016-2019 cenderung
meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami penurunan
pada tahun 2020 dari sebesar Rp 175,65 juta menjadi Rp 160,11 juta. Hal ini
tentu saja disebabkan adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19 yang
memberikan dampak negatif bagi perekonomian daerah, khususnya ekonomi

makro.
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Gambar II- 13 PDRB per Kapita ADHB Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut
kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per
kapita tertinggi tahun 2020 yakni di Kota Bontang sebesar Rp 312,15 juta,
Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 296,16 juta, dan Kabupaten Kutai
Kartanegara sebesar Rp 185,65 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan
PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
sebesar Rp 55,70 juta dan Kota Samarinda sebesar Rp 75,04 juta.

Tabel II- 19 PDRB per Kapita ADHB Kab/Kota di Kalimantan Timur
(Ribu Rupiah)

No | KAB/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020

1 | Paser 139.005,28 | 160.296,47 | 172.444,45 | 168.508,96 | 148.633
2 | KUBAR 150.513,19 | 175.425,47 | 191.344,95|195.009,08 | 183.844
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No | KAB/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020

3 | KUKAR 173.968,11 | 198.406,84 | 210.484,44 |207.015,42 | 185.649
4 | KUTIM 285.338,32 | 346.117,42 | 353.304,35 | 355.546,83 | 296.160
5 | Berau 143.437,25 | 161.633,70 | 166.166,98 | 168.113,83 | 148.897
6 | PPU 49.241,18 | 53.774,37 55.531,98 | 56.474,76 55.699
7 | MAHULU 82.108,10 | 88.868,89 95.323,49 | 103.061,64 | 104.603
8 | Balikpapan | 128.124,63 | 137.916,47 | 148.758,73 | 156.276,67 | 155.977
9 | Samarinda 63.560,52 | 69.291,63 74.489,27 | 78.566,95 75.036
10 | Bontang 331.035,96 | 345.145,85 | 338.383,90 | 329.049,66 | 312.145

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2020

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur
pada tahun 2020 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 160,11
juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2020
merupakan yang tertinggi di tingkat nasional. Hal ini tentunya dipengaruhi
oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang

besarannya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.
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Gambar II- 14 PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan
(Juta Rupiah)
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

2.2.1.3. Struktur Perekonomian Wilayah

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian
Kalimantan Timur masih didominasi oleh Kategori Pertambangan dan
Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian
secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim.
Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini
cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2018,
kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta

industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi
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Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama.
Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka
terlihat penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian hingga
menjadi 41,43 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan pada Kategori

Industri Pengolahan dan Kategori Pertanian.
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Gambar II- 15 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur (%)
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian
bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi
ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan mendorong
lapangan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal melalui upaya
hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan. Lapangan Usaha
yang dapat didorong diantaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti
luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kaltim secara rata-rata
dari tahun 2016-2020 sebesar 8,04 persen. Capaian ini tentunya masih
sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk melakukan perubahan
yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas.
Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah
sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terutama pada

sub tanaman perkebunan.

Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang
meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang
dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan
lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat
struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara. Komoditas dalam sektor

perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi
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dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun
untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan, dibutuhkan

supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

Perlu diketahui bahwa share Lapangan Usaha Perdagangan terhadap
PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung
dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan
sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB
pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas
pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif kecil, pada

tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 6,46 persen.

2.2.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang pernah mengalami
kontraksi hingga negatif 1,20 persen pada tahun 2015, perlahan mulai
menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan
ekonomi Kalimantan Timur sebesar 2,67 persen dimana laju pertumbuhan
ekonomi non migas tercatat sebesar 4,22 persen serta laju pertumbuhan
ekonomi non migas dan batubara sebesar 6 persen. Pada tahun 2019 laju
pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur meningkat sebesar 4,77 persen,
dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas melesat cukup tajam hingga
7,20 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara

sebesar 5,35 persen.

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur
mengalami penurunan menjadi -2,85 persen. Hal ini disebabkan terjadi
pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi
sebagian besar lapangan usaha sehingga laju pertumbuhan ekonomi migas
mengalami kontraksi sebesar 4,61 persen, sedangkan laju pertumbuhan
ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar 2,39

persen.
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Gambar II- 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (%)
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut
Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan
positif di seluruh lapangan usaha. Laju pertumbuhan tertinggi diciptakan
oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,65 persen.
Kemudian disusul Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,16 persen,
Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,99 persen,
Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,89 persen,
Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,86 persen, dan
Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 6,12
persen. Sedangkan Lapangan Usaha lainnya tumbuh di bawah 6 persen.
Namun hal sebaiknya terjadi pada tahun 2020 dimana terlihat pertumbuhan
negatif di beberapa lapangan usaha karena pandemi COVID-19. Laju
pertumbuhan tertinggi diciptakan oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial sebesar 19,67 persen. Kemudian disusul Lapangan Usaha
Informasi dan Komunikasi sebesar 6,96 persen. Sedangkan Lapangan Usaha
lainnya tumbuh di bawahnya bahkan mengalami kontraksi (negatif).

Tabel II- 20 Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur (%)

Kategori Lapangan Usaha 2016 | 2017 | 2018|2019 | 2020
A Per1.:an1an, Kehutanan, dan 0.46| 566/ 6,14| 3,91 (1,12)
Perikanan

Pertambangan dan

B ; (3,52)| 1,79| 1,07| 6,89 (4,58)
Penggalian

C Industri Pengolahan 5,46 | 2,80| 0,69 0,03 |(2,77)

D Pengadaan Listrik dan Gas 832| 6,78| 9,76 | 8,67|11,59

E Pengadaan Air 6,57 | 8,37| 3,22 | 4,84 | 6,58

F Konstruksi (3,86)| 5,76 | 7,91 | 5,71 (1,27)
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Kategori Lapangan Usaha 2016 | 2017 2018 |2019 | 2020
Perdagangan Besar dan
G Eceran, Reparasi Mobil dan 3,20| 8,22 | 7,16| 5,24 | 0,93
Sepeda Motor
g | Lransportasidan 3,05| 6,46| 5,80 2,34 | (5,59)
Pergudangan
[ Penyediaa.m Akomodasi dan 6,79| 8,37 8,70| 6,37/ (5,32)
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 7,45 7,79| 4,38 | 6,86| 6,96
K Jasa Keuangan 1,84 |(0,72) | 4,05| 3,17 | 2,47
L Real Estate (0,83)| 3,35| 4,83 | 2,12| 0,80
M, N |Jasa Perusahaan (4,25)| 3,54 | 4,96| 2,00 (2,68)
Administrasi Pemerintahan,
O Pertahanan dan Jaminan (3,27) 1 (3,47)| 3,11 | 3,92 | (3,97)
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 7,06 6,73| 7,73 | 3,78 | 3,04
0 Jasg Kesehatan dan Kegiatan 931| 7.16| 8.05| 6,43|19,67
Sosial
R,S,T,U | Jasa Lainnya 7,81 6,44| 9,02| 7,91 (3,07)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (0,38)| 3,13 | 2,67 | 4,74 | (2,85)

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Beberapa hal yang menjadi catatan pada tahun 2020 terjadi
perlambatan pertumbuhan ekonomi hampir pada seluruh sektor. Lapangan
usaha dengan penurunan terbesar yaitu Lapangan usaha transportasi dan
pergudangan, lapangan usaha Akomodasi dan makan minum serta lapangan
usaha pertambangan dan penggalian. Jika dibandingkan secara regional,
pertumbuhan ekonomi tahun 2020 secara y on y menempatkan Kalimantan
Utara dengan kontraksi pertumbuhan terendah dibanding wilayah lainnya di
Pulau Kalimantan yaitu sebesar 1,11 persen, lalu diikuti Kalimantan Tengah
sebesar 1,40 persen, Kalimantan Selatan sebesar 1,81 persen, Kalimantan
Barat sebesar 1,82 persen dan Kalimantan Timur sebesar 2,85 persen.
Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional,
dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen, laju pertumbuhan

ekonomi Kalimantan Timur juga masih tertinggal.
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Gambar II- 17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional
Kalimantan Timur (%)
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

2.2.1.5. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun
ke tahun, hingga mencapai 0,78 persen pada tahun 2020. Tentu saja selain
karena pengendalian inflasi yang cukup baik karena tahun 2019 pun sudah
mencapai 1,66 persen, kondisi ini juga terpengaruh dari menurunnya daya
beli masyarakat pada tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19 termasuk
didalamnya perubahan cara pembelian barang kebutuhan pokok
masyarakat. Namun demikian penurunan inflasi tertahan oleh kenaikan
harga dari kelompok sandang, kelompok bahan makanan, kelompok
pendidikan, rekreasi dan olahraga, kelompok makanan jadi, kelompok

kesehatan dan kelompok perumahan.
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Gambar II- 18 Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur (%)
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021
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Namun demikian penurunan inflasi tertahan oleh kenaikan harga dari
kelompok sandang, kelompok bahan makanan, kelompok pendidikan,
rekreasi dan olahraga, kelompok makanan jadi, kelompok kesehatan dan
kelompok perumahan. Kota Balikpapan pada tahun 2020 mengalami inflasi
lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi 0,63 persen, dan lebih rendah
dibandingkan inflasi Kota Samarinda sebesar 0,86 persen. Sehingga secara
keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi

nasional yang mencapai 0,78 persen.

Inflasi berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi 4 (empat) golongan, yakni
inflasi ringan (<10%), inflasi sedang (10%-30%), inflasi berat (30%-100%), dan
inflasi sangat berat (>100%). Untuk studi kasus di tingkat nasional, secara
umum Indonesia masih ditahap inflasi ringan. Sementara itu, pada cakupan
provinsi seperti Kalimantan Timur, memang ada sedikit lonjakan atau diatas
rata-rata inflasi nasional khusus di tahun 2016 dan 2018, tetapi
keseluruhan, terangkum bahwa masih dalam kewajaran mengingat
Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada wilayah terluar (Pulau
Jawa dan Pulau Sulawesi) untuk pemenuhan kebutuhan akan komoditas

bahan makanan dan non-makanan.

Terkait dengan COVID-19 sejak awal 2020 lalu, memang ada sedikit
pergeseran (transformasi) secara signifikan dalam hal perubahan tingkat
konsumsi penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidup tiap bulannya.
Saat ini, mereka lebih condong untuk mengeluarkan pendapatan per kapita
pada kebutuhan-kebutuhan makanan (tanaman pangan, vitamin, buah-
buahan) untuk mencegah penularan pandemi ini. Sebagai informasi
tambahan, perilaku pola konsumsi penduduk juga tercermin pada
kebutuhan yang bersifat non-makanan, semisal jasa kesehatan, penggunaan
layanan internet, dan yang berhubungan dalam rangka perbaikan imunitas

tubuh.

Sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh
pemerintah Indonesia di akhir maret 2020 silam, maka dominan penduduk
tidak banyak yang berpergian ke luar daerah (Kota, antar Provinsi, dan
bahkan ke Luar Negeri) dengan tujuan berhati-hati untuk tertular virus
mematikan ini. Secara tidak langsung, perubahan sistematis ini memang
berdampak pula bagi sektor-sektor atau kebutuhan yang berbasis non-
makanan (jasa). Akan tetapi, walau bagaimanapun tren pengeluaran

penduduk terhadap suatu komoditas tertentu, dapat menyebabkan gangguan
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inflasi di waktu-waktu tertentu. Langkah strategis perlu diterapkan oleh
pemerintah agar sektor-sektor yang mati suri tetap hidup, meskipun tidak

berimplikasi langsung dan tumbuh seperti keadaan normal atau sedia kala.
2.2.1.6. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020
mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,10
persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga meningkat menjadi
sebanyak 230,26 ribu jiwa dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 219,92
ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur juga meningkat
menjadi sebesar Rp 662.302 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan
pangan/makanan. Peningkatan angka kemiskinan yang merupakan
fenomena nasional ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang
memberikan pengaruh negatif pada beberapa lapangan usaha. Beberapa
kondisi dilakukan dalam menghadapi pandemi ini seperti pengurangan
pegawai, penurunan omset, hingga pembatasan produksi. Adanya
keterbatasan-keterbatasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung
berdampak pada kesejahteraan masyarat sehingga meningkatkan jumlah

penduduk miskin.

Tabel II- 21 Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur

Garis Kemiskinan Jumlah
Penduduk | Persentase
Periode Non Miskin Penduduk
Makanan Makanan Total (Ribu Miskin
Jiwa)
Maret
363.918 147.287 | 511.205 212,92 6,11
2016
Maret
389.152 158.943 | 548.094 220,17 6,19
2017
Maret
5018 405.108 169.596 | 574.704 218,90 6,03
Maret
429.165 179.991 | 609.155 219,92 5,94
2019
Maret
5020 463.823 198.479 | 662.302 230.260 6,10

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk
garis kemiskinan makanan di Kalimantan Timur pada bulan Maret 2020

antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Dari enam
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komoditi penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar di pedesaan dan
di perkotaan, tiga komoditi terbesarnya terdapat persamaan. Tiga jenis
komoditi terbesar yang sama yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam
ras. Berikut adalah jenis komoditi penyusun garis kemiskinan makanan
untuk daerah perkotaan secara berturut-turut adalah beras, rokok kretek
filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan dan gula pasir. Sedangkan
di daerah perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula
pasir, mie instan dan daging ayam ras. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada
Tabel Persentase komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan
menurut daerah.

Tabel II- 22 Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan
Makanan Menurut Daerah Tahun 2020

No Perkotaan Perdesaan
Komoditi % Komoditi %

1 | Beras 24,06 | Beras 24,82
2 | Rokok Kretek Filter 17,96 | Rokok Kretek Filter 22,13
3 | Telur ayam ras 6,98 | Telur ayam ras 6,54
4 | Daging ayam ras 5,53 | Gula Pasir 4,58
S | Mie Instan 4,20 | Mie Instan 4,29
6 | Gula Pasir 3,43 | Daging Ayam Ras 3,70
7 E‘;ngk"l/ Tuna/Cakala |5 16 | Bawang merah 2,80
8 | Kue basah 2,99 | Kue Basah 2,39
9 | Bawang Merah 2,72 | Tempe 2,27
10 | Tempe 2,36 | Tongkol/Tuna/Cakalang | 2,18

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Berdasarkan kabupaten/kota tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun
2020 masih di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,44 persen,
sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya
sebesar 2,57 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit
diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam
Ulu. Namun dalam perjalanannya, progress positif selalu ditunjukkan dari
hasil program pembangunan daerah hingga Pandemi COVID-19 menimpa.

Tabel II- 23 Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota
Provinsi Kalimantan Timur (%)

No KAB/KOTA 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Paser 8,68 9,28 9,03 8,95 9,23
2 | KUBAR 8,65 8,72 9,15 9,09 9,29
3 | KUKAR 7,63 7,57 7,41 7,20 7,31
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No KAB/KOTA 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
4 | KUTIM 9,16 9,29 9,22 9,48 9,55
S5 | Berau 5,37 5,41 5,04 5,04 5,19
6 | PPU 7,49 7,63 7,40 7,18 7,36
7 | MAHULU 10,65 | 11,29 | 11,62 | 11,25 | 11,44
8 | Balikpapan 2,81 2,82 2,64 2,42 2,57
9 | Samarinda 4,72 4,77 4,59 4,59 4,76
10 | Bontang 5,18 5,16 4,67 4,22 4,38

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga
di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.
Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan.
Disamping itu, pada tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan di
provinsi Regional Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan Barat menurun
sebanyak 0,25 poin, sementara Kalimantan Timur meningkat sebanyak 0,50
poin. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di

bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 10,19 persen.
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Gambar II- 19 Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di
Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 58.420 jiwa, Kota Samarinda
sebanyak 41.920 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 36.980 jiwa. Disisi
lain, yang perlu menjadi perhatian adalah share PDRB Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap
total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk

miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya
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belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya.

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh belahan dunia, termasuk
Kalimantan Timur memberikan dampak peningkatan kemiskinan di
Kalimantan Timur. Secara global diprediksi bahwa 420 — 580 juta orang akan
menjadi miskin, sedangkan secara Nasional diperkirakan angka kemiskinan
akan meningkat menjadi 9,39 persen. Angka kemiskinan di Kalimantan
Timur juga mengalami peningkatan akibat pelemahan ekonomi disektor
pariwisata, transportasi, perdagangan dan beberapa sektor terdampak
COVID-19 lainnya. Berkenaan dengan ini maka upaya untuk menumbuhkan
perekonomian pasca COVID-19 perlu untuk mendapatkan perhatian serius.

Tabel II- 24 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kab/Kota Provinsi
Kalimantan Timur (Jiwa)

No KAB/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Paser 23.170 | 25.300 | 25.140 | 25.450 | 26.770
2 | KUBAR 12.650 | 12.800 | 13.490 | 13.450 | 13.780
3 | KUKAR 55.820 | 56.570 | 56.560 | 56.340 | 58.420
4 | KUTIM 30.170 | 31.950 | 33.020 | 35.310 | 36.980
5 | Berau 11.470|11.860 | 11.330 | 11.620 | 12.300
6 | PPU 11.660 | 12.000 | 11.760 | 11.520 | 11.930
7 | MAHULU 2.880 | 3.070| 3.250| 3.190| 3.260
8 | Balikpapan 17.550 | 17.860 | 17.010 | 15.780 | 17.020
9 | Samarinda 38.950 | 40.010 | 39.230 | 39.800 | 41.920
10 | Bontang 8.600 | 8.750| 8.100| 7.470| 7.910

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan sedangkan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan pada periode
September 2019 — Maret 2020. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,991
pada keadaan September 2019 menjadi 1,015 pada keadaan Maret 2020.
Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,242 menjadi 0,240 pada periode
yang sama. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada bulan
Maret 2020, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya
0,664 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,743. Nilai Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,157 sementara di
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kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

Tabel II- 25 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur menurut Daerah
(September 2019-Maret 2020)

Tahun Perkotaan Perdesaan Perkotaan +
Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
September 2019 0,612 1,778 0,991
Maret 2020 0,664 1,743 1,015
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
September 2019 0,127 0,482 0,242
Maret 2020 0,157 0,412 0,240

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

2.2.1.7. Ketimpangan/Indeks Gini

Indeks gini untuk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada
tahun 2018 masuk dalam kategori sedang, hanya ada satu kabupaten yang
indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser
dengan capaian 0,299. Artinya ketimpangan pengeluaran masyarakat
Kabupaten Paser relatif rendah, jika dibandingkan ketimpangan di
kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Kota Bontang memiliki Indeks
Gini tertinggi dengan capaian 0,376, artinya jarak antara si kaya dan si

miskin di Kota Bontang lebih lebar dibanding kabupaten/kota lainnya.

Bontang | — S 0.376
Balikpapan | 0.356
MAHULU | 0.334

KUTIM | 0.326
Samarinda 0.317

PPU | 0.313
KUBAR | 0.311
Berau | 0.303
KUKAR 0.302
Paser | — === ().299
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

Gambar II- 20 Indeks Gini menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2018

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2019
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Indeks Gini Kalimantan Timur yang mencerminkan tingkat
ketimpangan pendapatan masyarakat pada tahun 2020 menunjukkan
peningkatan angka ketimpangan menjadi 0,328. Sebelumnya indeks gini
Kalimantan Timur sebesar 0,330. Jika dibandingkan dengan regional
Kalimantan, pada tahun 2020 ketimpangan pendapatan terendah di
Kalimantan Utara sebesar 0,300. Sedangkan sisanya menunjukkan level
ketimpangan yang serupa pada posisi 0,32-0,35. Dengan capaian indeks gini
Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan
Indonesia yang mencapai 0,381 pada tahun 2020. Cukup tingginya
ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang
menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah

terpelosok dan terdalam.
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Gambar II- 21 Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2019-
2020
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil
pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari beberapa aspek,
antara lain: aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan
kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun, dari aspek-aspek tersebut
terdapat aspek utama sekaligus ultimate impact dalam melihat kesejahteraan
sosial masyarakat, yaitu melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen
dasar (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menjadikan IPM sebagai salah

satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan
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mengevaluasi kinerja pemerintah daerah disamping Indeks Pembangunan

Gender dan Indek Desa Membangun.
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal
(menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horisontal (kehidupan lebih
baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila
setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan
berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan,baik primer, sekunder,
maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia, salah
satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang

dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Selama periode 2010-2019, angka IPM Kalimantan Timur secara
konsisten mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 angka IPM
mengalami penurunan. Angka IPM tahun 2020 turun 0,37 poin menjadi
76,24 dari yang sebelumnya sebesar 76,61 di tahun 2019. Penurunan ini
disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan
pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan sehingga
berdampak pada rumusan IPM Kalimantan Timur. Meskipun begitu, capaian
pembangunan manusia Kalimantan Timur masih sama seperti pada tahun
sebelumnya, yaitu berstatus “tinggi” dan berada pada posisi ketiga di Nasional

setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
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Gambar II- 22 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Penurunan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada tingkat

kabupaten/kota. Pada tahun 2020, angka IPM seluruh Kabupaten/Kota di



-60-

Kalimantan Timur terkoreksi turun. Kabupaten/Kota yang mengalami
kecepatan penurunan terbesar adalah Kabupaten Mahakam Ulu, sebesar
0,73 persen atau turun 0,49 poin dari 67,58 di tahun 2019 menjadi 67,09 di
tahun 2020. Selain Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur juga mengalami
penurunan angka IPM yang signifikan yaitu sebesar 0,49 poin dari 73,49 di
tahun 2019 menjadi 73,00 di tahun 2020. Selain itu, jika dilihat dari
perbandingan dengan regional Kalimantan, maka IPM Provinsi Kalimantan
Timur tahun 2020 merupakan IPM tertinggi dengan interval yang cukup jauh,
dimana berkisar antara 67,66 — 71,94. Hal ini mengindikasikan bahwa
pandemi menyebar di seluruh wilayah Kalimantan sehingga seluruh provinsi
terdampak negatif, khususnya kualitas SDM dari sisi pengeluaran per kapita.

Tabel II- 26 Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Kab/Kota Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No Kab/Kota 2016 2017 2018 2019 | 2020
1 | Paser 71,00 71,16 71,61 | 72,29 | 72,04
2 | KUBAR 69,99 70,18 70,69 | 71,63 | 71,19
3 | KUKAR 72,19 72,75 73,15 | 73,78 | 73,59
4 | KUTIM 71,10 71,91 72,56 | 73,49 | 73,00
S | Berau 73,05 73,56 74,01 | 74,88 | 74,71
6 | PPU 69,96 70,59 71,13 | 71,64 | 71,41
7 | MAHULU 65,51 66,09 66,67 | 67,58 | 67,09
8 | Balikpapan 78,57 79,01 79,81 | 80,11 | 80,01
9 | Samarinda 78,91 79,46 79,93 | 80,20 | 80,11
10 | Bontang 78,92 79,47 79,86 | 80,09 | 80,02

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 merupakan IPM tertinggi

di Regional Kalimantan dengan interval berkisar antara 67,66 —71,94.
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Gambar II- 23 Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan
dan Indonesia
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021
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Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan
Timur yang tinggi bukanlah ranking secara nasional atau regional. Laju
pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini
terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati
oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian
pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena
itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan
dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan

manusia di Kalimantan Timur.
2.2.2.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan
potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan
memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki
lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari
mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak,
hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja
pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang
menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam
mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata
lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya
dimana pada tahun terakhir 2020 mencapai 9,77 tahun. Angka ini
mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur
usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA
Kelas I). Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2020

berada di atas target yang ditetapkan sebesar 9,40 tahun.
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Gambar II- 24 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021
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Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama

Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap
tahunnya. Pada tahun 2020 tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-
rata lama sekolah tertinggi diatas rata-rata lama sekolah Provinsi, yang
dimana Kota Bontang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi mencapai
10,79 tahun. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama
sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian
7,97 tahun pada tahun 2020. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata
penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah
mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP Kelas III). Angka ini masih
belum cukup untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun dimana masih perlu
waktu yang lama untuk mewujudkannya. Meskipun begitu, capaian ini patut
di apresiasi karena terus meningkatkan progress layanan pendidikan bagi
masyarakat Kaltim.

Tabel II- 27 Rata-rata Lama Sekolah berdasarkan Kab/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No Kab/Kota 2016 2017 | 2018 2019 2020
1 | Paser 8,19 8,2 8,22 8,54 8,55
2 | KUBAR 8,03 | 8,06 8,07 8,34 8,47
3 | KUKAR 8,71 | 8,83 8,84 9,10 9,22
4 | KUTIM 8,72 | 9,06 9,08 9,18 9,19
S | Berau 8,78 | 8,96 8,98 9,25 9,52
6 | PPU 7,6 | 7,95 8,03 8,16 8,28
7 | MAHULU 7,37 | 7,68 7,69 7,89 7,97
8 | Balikpapan 10,54 | 10,55 10,65 10,67 10,68
9 | Samarinda 10,33 | 10,34 10,46 10,47 10,48
10 | Bontang 10,39 | 10,7 10,72 10,73 10,79

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,77 tahun
adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari Nasional
sebesar 8,48 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah

masing-masing sebesar 9,00 tahun dan 8,59 tahun.
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Gambar II- 25 Rata-rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
Tahun 2018-2020
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

2. Harapan Lama Sekolah

Di tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur
telah mencapai 13,72 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki
peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Hal ini
sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi
mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya
perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan
lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang

perguruan tinggi.
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Gambar II- 26 Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020
Sumber; BPS Kalimantan Timur, 2021

Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi
dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 14,89 tahun sedangkan Kabupaten
Mahakam Ulu mencapai 12,51 tahun pada tahun 2020 merupakan capaian

harapan lama sekolah dibanding kabupaten/kota lainnya.
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Tabel II- 28 Harapan Lama Sekolah berdasarkan Kab/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No Kab/Kota 2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Paser 12,96 | 12,98 | 12,99 | 13,00| 13,10
2 | KUBAR 12,75 | 12,82 | 12,88 | 12,89 | 12,90
3 | KUKAR 13,26 | 13,56 | 13,57 | 13,58 | 13,59
4 | KUTIM 12,44 | 12,48 | 12,65| 12,78 | 12,89
5 | Berau 13,18 | 13,29 | 13,3| 13,31] 13,32
6 | PPU 12,46 | 12,53 | 12,54 | 12,55| 12,56
7 | MAHULU 12,42 | 12,47 | 12,48 | 12,50 | 12,51
8 | Balikpapan 13,59 13,75 | 14,12 | 14,13 | 14,14
9 | Samarinda 14,23 14,64 | 14,66 | 14,70 | 14,89
10 | Bontang 12,79 12,88| 12,89| 12,90| 13,03

Sumber : BPS, Kalimantan Timur, 2021

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi
di Regional Kalimantan. Namun trend laju pertumbuhan komponen ini (2016-
2020) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya
di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun cenderung
meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi

Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
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Gambar II- 27 Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari
Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju
pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir
lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti
pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan
yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di

Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.
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2.2.2.3. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan
aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan
perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat
kesehatan suatu masyarakat. Berikut beberapa indikator kinerja

pembangunan daerah pada bidang kesehatan :
1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator
penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Umur Harapan Hidup
mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan
hidup sekian tahun. Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup
mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 mencapai
74,22 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 74,33 tahun.
Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2020 akan
memiliki harapan hidup hingga usia 74 tahun. Sehingga, angka ini bisa

dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 73,72 tahun.
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Gambar II- 28 Umur Harapan Hidup provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan
memiliki usia harapan hidup mencapai 74,49 tahun dan Kabupaten Penajam
Paser Utara mencapai usia harapan hidup 71,41 tahun merupakan usia
harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini
mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Penajam Paser Utara

pada tahun 2020 akan memiliki harapan hidup hingga usia 71 tahun.
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Tabel II- 29 Usia Harapan Hidup berdasarkan Kab/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No Kab/Kota 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Paser 72,02 72,05 72,28 72,52 72,62
2 | KUBAR 72,28 72,37 72,57 72,79 | 72,86
3 | KUKAR 71,64 71,68 71,93 72,21 72,34
4 | KUTIM 72,45 72,51 72,76 73,03 | 73,16
5 | Berau 71,37 71,44 71,68 71,94 | 72,06
6 | PPU 70,8 70,82 71,05 71,30 | 71,41
7 | MAHULU 71,19 71,25 71,56 71,90 | 72,10
8 | Balikpapan 73,96 73,97 74,18 74,41 74,49
9 | Samarinda 73,68 73,71 73,93 74,17 74,27
10 | Bontang 73,71 73,72 73,94 74,18 74,28

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur
Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih
berada di atas capaian nasional sebesar 71,34 tahun. Namun laju
pertumbuhan tertinggi lima tahun terakhir terjadi di Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Barat.
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Gambar II- 29 Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

2. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting

Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan
utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Trend Jumlah
Kematian Ibu dari tahun 2017 — 2018 sudah terjadi penurunan, namum pada

tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kematian
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ibu. Sedangkan jumlah kematian bayi (0O — 11) bulan sudah mengalami

penurunan.
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Gambar II- 30 Tren Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013 dan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020
Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2021

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 Provinsi,
hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak
balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat
menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survey Status Gizi
Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi
masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan Cut
of Point menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah
apabila <20 persen. Rata-rata prevalensi stunting menurut Kabupaten/Kota
pada tahun 2019 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kota

Balikpapan sudah mencapai 14 persen.
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Gambar II- 31 Prevalensi Balita Pendek (Stunting)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 berdasarkan hasil survei SSGBI
Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2021
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Angka Kematian Ibu dan Stunting merupakan Major Project sedangkan
Angka Kematian Bayi dan Wasting merupakan Prioritas Nasional dalam
RPJMN 2020-2024. Sejak tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur memiliki
2 lokus yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Tahun 2020 bertambah 2 lokus yaitu pada Kabupaten Kutai Timur dan
Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menjadi 4 lokus, sementara tahun
2021 bertambah 2 lokus lagi yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dan
pada Tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan

Timur menjadi daerah lokus stunting.

Hasil Riskesdas tahun 2018 angka stunting di Provinsi Kalimantan
Timur sebesar 29,20 persen sementara Hasil SGGBI tahun 2019 sebesar
28,10 persen dan hasil ePPGBM sebesar 14,70 persen dari 36,62 persen yang
diukur. Untuk wasting sendiri hasil Riskesdas 2018 sebesar 7,60 persen dan
dari ePPGBM 7,2 persen dari target 9 persen. Hal ini merupakan tantangan
bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam
sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihat data stunting
dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar
Perangkat Daerah terkait dalam rangka Percepatan Penurunan Jumlah

Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting di Provinsi Kalimantan Timur.
2.2.2.4. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita
Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan
paritas daya beli (purchasing power parity). Pada tahun 2020, Pengeluaran
per Kapita disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 11,73
juta per tahun, atau berkurang Rp 631 ribu dibandingkan tahun 2019. Maka,
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan tersebut selama periode lima tahun
terakhir rata-rata tumbuh 2,33 persen per tahun. Penurunan yang terjadi
pada tahun 2020 merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang
menyebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali yang
menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena imbas negatif pada

perekonomian masyarakat.
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Gambar II- 32 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun
2020, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi setelah Kalimantan Selatan.
Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih
berada di atas nasional. Capaian ini harus dipertahankan agar kesejahteraan
masyarakat dapat terus terlihat peningkatannya dari sisi pendapatan rumah

tangga.

14,000

12,062
11,917
10,931
12,253
12,359
11,236
12,032
11,728
11,154

12,000

B 11290
9,343

10,000

B 11059
8,943
- EE
8,756

8,000

B :ce0
Bl o055
B :o:

6,000
4,000
2,000

0
2018 2019 2020

™ Indonesia Kalsel Kaltim Kalteng ™ Kaltara ™ Kalbar

Gambar II- 33 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Regional Kalimantan
dan Indonesia (Ribu Rupiah)
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

2.2.2.5. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan
manusia di suatu wilayah secara umum, tidak merinci menurut jenis
kelamin. Oleh sebab itu, IPM masih belum menjelaskan disparitas
pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Untuk dapat

melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut gender, UNDP
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merumuskan sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender.
Seiring dengan penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun
2010, terjadi perubahan penghitungan IPG. Saat ini, IPG diformulasikan
sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki. Semakin dekat angka
IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara

perempuan dan laki-laki.
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Gambar [I-34 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama kurun
waktu lima tahun sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami
peningkatan dengan capaian 85,60 menjadi 85,98 di tahun 2019. Namun
menurun di tahun 2020 menjadi 85,70. Dalam rumusan IPG, dilakukan
formulasi menggunakan komponen IPM yang dipisahkan sesuai jenis
kelamin, sehingga penurunan IPM akibat dampak COVID-19 akan
berpengaruh pada penurunan IPG.

Tabel II- 30 Indeks Pembangunan Gender berdasarkan Kab/Kota Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No KAB/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Paser - 69,78 70,64 71,41 71,15
2 | KUBAR - 83,30 83,52 83,84 83,87
3 | KUKAR - 78,54 78,83 79,14 78,90
4 | KUTIM - 75,48 76,03 76,51 76,26
5 | Berau - 87,77 87,92 87,93 87,61
6 | PPU - 86,31 86,34 86,22 86,39
7 | MAHULU - 79,82 80,18 80,89 80,98
8 | Balikpapan - 89,74 89,76 89,71 89,65
9 | Samarinda - 89,26 89,42 89,41 89,27
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No KAB/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020
10 | Bontang - 86,44 86,61 86,72 86,87
Kalimantan Timur 85,60 85,96 85,63 85,98 85,70

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi
dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan
capaian 89,65 sedangkan Paser memiliki Indeks Pembangunan Gender
terendah yaitu 71,15 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan

pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

2.2.2.6. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang
menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam
kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai
ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu
ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski
relatif lambat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk
mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam
kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini,
diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan
gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta
dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang

berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel II- 31 Indeks Pemberdayaan Gender berdasarkan Kab/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No KAB/KOTA 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Paser - 62,07 62,76 66,20 | 65,66
2 | KUBAR - 62,63 63,68 61,14 | 60,60
3 | KUKAR - 55,07 56,44 63,74 | 61,43
4 | KUTIM - 53,71 55,72 56,35 | 53,77
5 | Berau - 49,85 50,55 57,66 | 57,91
6 | PPU - 50,30 50,02 50,36 | 49,75
7 | MAHULU - 74,12 76,04 80,61 | 80,41
8 | Balikpapan - 65,52 66,33 69,11 | 68,97
9 | Samarinda - 70,84 69,61 66,29 | 70,65
10 | Bontang - 45,44 46,36 51,99 | 51,97

Kalimantan Timur 56,93 56,64 57,53 65,65 | 65,54

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021
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Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun
2016 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan dengan capaian
57,53 menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun sedikit mengalami penurunan di
tahun 2020 menjadi 65,54. Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka
Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi
dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan
capaian 80,41 sedangkan Penajam Paser Utara memiliki Indeks
Pemberdayaan Gender terendah yaitu 49,75 yang artinya bahwa di
Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kesenjangan pembangunan

manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.
2.2.2.7. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan
kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang
terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan
pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi
ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Indeks Desa Membangun akan
menentukan S status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan
Klasifikasi Status Desa yaitu Desa Mandiri (IDM > 0.8155), Desa Maju (0.7072
< IDM < 0.8155), Desa Berkembang (0.5989 < IDM < 0.7072), Desa Tertinggal
(0.4907 < IDM < 0.5989) dan Desa Sangat Tertinggal (IDM < 0.4907). Indeks
Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam
menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Oleh
karena itu pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian
masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar pada desa tertinggal dan

sangat tertinggal.

Pada tahun 2020, dari 1.038 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan
Timur, 841 desa yang tersebar di tujuh kabupaten di Kalimantan Timur
masih terdapat 4 Desa sangat tertinggal yaitu 2 desa d Kutai Barat dan 2
Desa di Mahakam Ulu dan 129 desa tertinggal, hanya di Kabupaten Penajam

Paser Utara yang tidak memiliki Desa Tertinggal.
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Tabel II- 32 Perkembangan Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

2016 2020

No | KAB/KOTA Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal Tiiilggz[al Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal Tesriirll'fgag:[al
1 | Paser 0] 0 31 64 44 9 25 76 29 0
2 | KUBAR 0 1 26 75 88 9 48 91 40 2
3 | KUKAR 0 4 37 93 59 12 47 113 21 0
4 | KUTIM 0 3 17 76 38 10 37 69 23 0
5 | Berau 0 0 9 54 37 8 30 61 1 0
6 | PPU 0 0 16 13 1 3 9 18 0 0
7 | MAHULU 0 0 4 18 28 0 6 27 15 2

Kalimantan 0 8 140 393 295 51 252 455 129 4

Timur

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2021
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Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur mengalami
peningkatan setiap tahunnya dengan indeks 0,5250 pada tahun 2016 status
tertinggal menjadi status berkembang pada tahun 2020 dengan indeks
mencapai 0,6752. Dari 33 Provinsi di Indonesia, Kalimantan Timur
menempati Peringkat ke 9 di bawah Provinsi Bali dan Provinsi DI Yogyakarta
yang menempati peringkat Pertama dan Kedua dengan Status IDM Maju.
Sedangkan Provinsi Papua menjadi satu-satunya Provinsi dengan status IDM
Sangat Tertinggal. Peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif bagi
pemerataan dan pemberdayaan pembangunan hingga level administrasi

terkecil.
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Gambar II- 35 Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020
Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2021

Indeks Desa Membangun 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Kalimantan
Timur mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir. Kabupaten Mahakam
Ulu pada tahun 2020 mencapai Indeks Desa Membangun 0,6181 dengan
status Berkembang, Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi satu-satunya
Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Status Maju dengan
indeks sebesar 0,7085.

Tabel II- 33 Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

No Kab/Kota 2016 2017 2019 2020
1 | Paser 0,5368 | 0,5856 | 0,6092 | 0,6664
2 | KUBAR 0,5018 | 0,5233 | 0,5900 | 0,6660
3 | KUKAR 0,5337 | 0,5815| 0,6415| 0,6846
4 | KUTIM 0,5349 | 0,6037 | 0,6378 | 0,6782
5 | Berau 0,5130 | 0,6097 | 0,6539 | 0,6999
6 | PPU 0,6045| 0,6505| 0,6905 | 0,7085
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No Kab/Kota 2016 2017 2019 2020
7 | MAHULU 0,4969 | 0,5352 | 0,5862 | 0,6181
Kalimantan Timur 0,5250 | 0,5757 | 0,6238 | 0,6752

Sumber : DPMPD Provinsi KALTIM, 2021

2.2.2.8. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan
kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan sektor kebudayaan
di Provinsi Kalimanan Timur memprioritaskan pada program pengembangan
nilai — nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi
penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik
Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya
budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh
negara lain. Pada tahun 2020 mensertifikasikan calon TACB, berdasarkan
maka dibentuklah Tim Ahli

hasil sertifikasi Cagar Budaya Provinsi

Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor : 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim. dan
yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi
untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang Mangkalihat dan
Situs Penguburan Gunung Selendang.
Tabel II- 34 Karya Budaya Benda dan Tak Benda di
Provinsi Kalimantan Timur yang Telah Dipatenkan Tahun 2020

No. | Kabupaten/Kota KiiaBiiizy a Peringkat Kar;glerlf;l:ay a Peringkat

1. | KUBAR Alat Musik Nasional | Bunker Kabupaten
Kelentangan Nasional | Komando Kabupaten
Tari Nasional | Gudang Peluru | Kabupaten
Ngerangkau Nasional | Kolam Belanda | Kabupaten
Tari Gong Nasional | Penampungan Kabupaten
Alat Musik Nasional | Air Belanda Kabupaten
Sapeq Nasional | Pillbox Sumur Kabupaten
Tari Perang Kembar Kabupaten
Dayak Belanda Kabupaten
Alat Musik Lamin Mancong
Genikng Lamin Tolar
Suliikng Dewa

2. | KUKAR Tari Dewa Nasional
Memanah Nasional
Tari Ganjur Nasional
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Karya Budaya

Karya Budaya

No. | Kabupaten/Kota tak Benda Peringkat Benda Peringkat
Tari Datun Nasional
Ngentau
Tari Topeng
Kemindu
3. | Paser Tari Ngarang | Nasional
4. | Provinsi . Kawasan
Gambar
Cadas
Prasejarah
Sangkuliran
Mangkalihat
2. Situs
Penguburan
Gunung
Selendang

Sumber : DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2021

Di

Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang

tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2020

tercatat sebanyak 611 Cagar Budaya, 9 Museum, 437 Komunitas Budaya,
157 Tenaga Budaya, dan 205 Adat Istiadat/Tradisi.

Tabel II- 35 Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kab/Kota di

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Jenis Kekayaan Budaya ‘
: Adat
No | KAB/KOTA | Cagar Komunitas | Tenaga .
Budaya Museum Budaya Budaya Istiadat/
Tradisi
1 | Paser 96 1 58 0 6
2 | KUBAR 12 1 81 25 19
3 | KUKAR 132 2 69 25 0]
4 | KUTIM 57 0 7 4 7
S5 | Berau 167 3 7 0 0
6 | PPU 17 0 24 3 7
7 | MAHULU 47 0 0 9 137
8 | Balikpapan 55 1 29 0 29
9 | Samarinda 28 1 122 87 0]
10 | Bontang 0 0 40 4 0
Kalimantan 611 9 437 157 205
Timur

ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Sumber : DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2020

Dalam hal pengembangan budaya dan seni di Kalimantan Timur

Provinsi
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Kalimantan Timur Tahun 2018 yang mencapai 52,78. Namun capaian IPK ini
masih dibawah capaian IPK Nasional yaitu sebesar 53,74. Dari dimensi
penilaian yang tercakup dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan, Provinsi
Kalimantan Timur mendapatkan nilai di atas angka nasional, yaitu pada
dimensi Pendidikan dengan nilai 73,85, dimensi Ketahanan Sosial Budaya

dengan nilai (76,82) dan dimensi budaya literasi dengan nilai 66,13.

Tabel II- 36 Dimensi Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2018
Dimensi IPK Provinsi Nasional

Ekonomi Budaya 26,60 30,55
Pendidikan 73,85 69,67
Ketahanan Sosial Budaya 76,82 72,84
Warisan Budaya 29,96 41,11
Ekspresi Budaya 33,86 36,57
Budaya Literasi 66,13 55,03
Gender 49,99 54,97

IPK 52,78 53,74

Sumber : DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2019

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut, maka
diperlukan sinergitas antar lembaga terkait di pemerintahan provinsi
maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya,

masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.
2.2.2.9. Olahraga

Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya memberikan kontribusi
nyata terhadap pembangunan sumberdaya manusia baik kepemudaan dan
keolahragaan. Dalam pembangunan kepemudaan di Kalimantan Timur terus
dilakukan terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan,
mengingat pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis
sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran,

pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan di berbagai bidang.

Untuk mengukur kapasitas pemuda dalam pembangunan ditunjukkan
dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang menggambarkan kapasitas
pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan,
lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender
dan diskriminasi. Pada Tahun 2018 IPP Propinsi Kalimantan Timur
mengalami peningkatan dari 52,17 pada tahun 2015 menjadi 54,83 pada

tahun 2018. Dengan capaian ini IPP Kalimantan Timur menduduki Peringkat
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8 secara nasional menurun dari peringkat tahuh 2015 yang menduduki
peringkat 6. Semua capaian domain mengalami peningkatan, kecuali domain
kesehatan dan kesejahteraan. Penurunan nilai indeks domain kesehatan dan
kesejahteraan disebabkan oleh naiknya angka kehamilan remaja dari
dibawah 1 persen di tahun 2015 menjadi hampir 8 persen ditahun 2018.

Tabel II- 37 Domain Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2018

Uraian 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Domain : Pendidikan 70,00 | 73,33 | 73,33 | 73,33
1. Rata-Rata Lama Sekolah 10,70 | 10,81 | 10,92 | 10,72

2. APK Sekolah Menengah 94,55 | 95,32 | 95,52 | 94,35

3. APK PT 28,44 | 31,60 | 35,58 | 35,64
Domain : Kesehatan dan Kesejahteraan 77,50 | 70,00 | 67,50 | 72,50
1. Angka Kesakitan Pemuda 5,81 | 4,83 | 6,15 | 5,37

2. Pemuda Menjadi Korban Kejahatan 0,47 | 0,97 1,37 | 0,93

3. Pemuda Merokok 22,09 | 22,59 | 20,80 | 20,80

4. Remaja Perempuan Sedang Hamil 0,80 | 4,82 | 7,99 | 7,99
Domain : Lapangan dan Kesempatan Kerja | 30,00 | 65,00 | 40,00 | 35,00
1. Pemuda Berwirausaha 0,24 1,41 | 0,40 | 0,24

2. Tingkat Pengangguran Terbuka 17,05 | 16,29 | 15,78 | 15,21

Pemuda
Domain : Partisipasi dan Kepemimpinan 40,00 | 40,00 | 40,00 | 43,33
1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan 77,25 | 77,25 | 77,25 | 70,55
Sosial Kemasyarakatan

2. Partisipasi Pemuda yang aktif dalam 3,63 | 3,63 | 3,63 | 4,87

organisasi
3. Pemuda Berpendapat Dalam Rapat 6,21 | 6,21 | 6,21 | 5,12
Domain : Gender dan Diskriminasi 43,33 | 43,33 | 46,67 | 50,00
1. Angka Perkawinan Usia Anak 14,78 | 14,85 | 13,90 | 11,54
2. Pemuda Perempuan Sedang 42,28 | 40,35 | 44,83 | 44,39
Bersekolah Menengah dan Perguruan
Tinggi
3. Pemuda Perempuan Bekerja di 23,99 | 23,82 | 24,21 | 25,29
Sektor Formal
Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim 52,17 | 58,33 | 53,50 | 54,83

Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 48,67 | 50,83 | 49,33 | 51,50
Sumber : KementerianPPN/ BAPPENAS, 2021

Sedangkan dalam pembangunan keolahragaan, setelah sukses meraih
peringkat lima besar pada PON XIX Tahun 2016, Pemerintah Kalimantan
Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan
menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi

untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap
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menjadi tuan rumah dalam event berskala nasional maupun internasional

dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang ada.

Tabel II- 38 Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

. Tahun
Uraian

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Jumlah Organisasi Pemuda 107 107 107 107 107
Jumlah Kegiatan Kepemudaan 42 42 42 45 45
Jumlah Klub Olahraga 1.050 | 1.050 | 1.087 | 1.109 | 1.109
Jumlah Lapangan/Gedung 97 101 102 105 105
Olahraga
Jumlah Kegiatan Olahraga 152 152 152 161 161
Jumlah Organisasi Olahraga 57 57 63 63 63

Sumber : DISPORA Provinsi KALTIM, 2021

Tabel II- 39 Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020
Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Fokus Kesejahteraan
dan Pemerataan
Ekonomi
1.1 | Kontribusi Koperasi - - 12,83 | 15,07 15,04
dan UKM terhadap
PDRB (%)
1.2 | Kontribusi sektor 0,95 0,92 0,96 1,03 1,06
pariwisata terhadap
PDRB (%)
1.3 | Kontribusi lapangan 20,63 18,93 | 18,14 | 17,82 18,90
usaha industri
pengolahan terhadap
PDRB (%)
1.4 | Kontribusi Sektor 7,16 7,46 8,24
Industri Pengolahan
Non Migas dan
Batubara terhadap
PDRB (%)
1.5 | Kontribusi lapangan 0,53 0,53 0,55 0,56 0,63
usaha sub sektor
pertanian tanaman
pangan dan
hortikultura terhadap
PDRB (%)

Capaian Kinerja Setiap Tahun
No

2016 2017 | 2018 2019 2020
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Fokus/Bidang c i .. Setiap Tah
Yo Iy Lo apaian Kinerja Setiap Tahun
Kinerja Pembangunan
2016 2017 | 2018 | 2019 2020
Daerah

1.6 | Kontribusi lapangan 0,32 0,30 0,31 0,33 0,36
usaha sub sektor
peternakan terhadap
PDRB (%)

1.7 | Kontribusi lapangan 4,43 4,50 4,34 4,33 4,94
usaha sub sektor
perkebunan terhadap
PDRB (%)

1.8 | Kontribusi lapangan 1,54 1,45 1,48 1,52 1,67
usaha sub sektor
perikanan terhadap
PDRB (%)

1.9 | Kontribusi lapangan 1,34 1,16 1,17 1,12 1,13
usaha sub sektor
kehutanan terhadap

PDRB (%)

2 Fokus Kesejahteraan
Sosial

2.1 | Rata-rata lama 9,24 9,36 9,48 9,70 9,77
sekolah (Tahun)

2.2 | Harapan Lama 13,35 13,49 | 13,67 | 13,69 13,72

Sekolah (Tahun)
2.3 | Usia Harapan Hidup 73,68 | 73,70 | 73,96 | 74,22 74,33
(Tahun)

3 Fokus Seni Budaya
dan Olahraga

3.1 | Jumlah sekolah 150 233 233 77 150
mengembangkan
budaya lokal (%)

3.2 | Persentase pelaku 35 40 S5 10 35

olahraga daerah yang
berprestasi (%)

2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
2.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi masa depan dalam rangka
menumbuhkan insan yang berkualitas dan memiliki daya saing yang
tangguh, oleh karenanya masyarakat harus mengakses pelayanan

pendidikan lebih baik. Dengan demikian Angka Partisipasi Sekolah (APS),
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Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni menggambarkan

seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di
bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas
jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk
usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang
harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur pada jenjang
usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun terus mengalami kenaikan yang
mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan
semakin meningkat. Sedangkan APS pada jenjang usia 16-18 tahun
mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan
semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin menurun partisipasi

sekolahnya.

Tabel II- 40 Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

Angka Partisipasi Sekolah
Usia Sekolah 2016 2017 | 2018 | 2019 2020
7-12 99,54 | 99,67 | 99,76 | 99,68 | 99,73
13-15 98,18 | 98,79 | 98,89 | 98,21 | 99,07
16-18 80,81 | 81,32 | 81,55| 82,07 | 81,88
Angka Partisipasi Kasar
Jenjang Pendidikan 2016 2017 | 2018 | 2019 2020
SD 110,04 | 108,07 | 108,02 | 106,84 | 105,75
SLTP 95,28 | 91,46 | 92,57 | 91,03 | 92,17
SLTA 95,38 | 99,51 | 96,08 | 94,96 | 95,23
Angka Partisipasi Murni
Jenjang Pendidikan 2016 2017 2018 2019 2020
SD 97,13 | 97,43 | 98,40 | 98,41 | 98,44
SLTP 79,20 | 79,58 | 79,68 | 80,42 | 81,28
SLTA 67,92 | 68,23 | 68,43 | 68,55| 69,00

Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2021

Angka Partisipasi

Kasar

(APK)

digunakan untuk menunjukkan

partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan
jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020
paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar
105,75. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5,75 persen penduduk yang
bukan golongan umur 7-12 tahun bersekolah ditingkat SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur ketepatan

usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang
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pendidikan tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui seberapa
banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas
Pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan. Secara umum, nilai
APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah
penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan,

sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Dari tabel diatas terlihat bahwa, APM di Provinsi Kalimantan Timur
tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan.
Peningkatan APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah
sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan
menjadi penanda dari keningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut

terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur.

Namun, meskipun APM terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap
mendorong peningkatan yang lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang
telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan
Timur berupa pemberian